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ABSTRAKSI

Wilayah Kecamatan Wajo adalah salah satu wilayah kerja perangkat
Pemerintah Daerah KOTA MAKASSAR yang terbagi dalam & Kelurahan diamana letaj
geografisnya amat strategis karena berada di jantung Kota Makassar.

Kondisi strategis ini menyebabkan Kecamatan Wajo patut menjadi sorotan
berbagai kalangan baik pemerintahan Kota Makassar sendiri maupun dari masyarakat
luar kota termasuk masyarakat akademik, para peneliti maupun praktisi lainnya,

Dari beberapa hal yang menjadi pusat perhatian masyarakat di Kecamatan
Wajo Kota Makassar, salah satunya ialah menyangkut * partisipasi masyarakatnya
dalam pemmbangunan di setiap kelurahan”.

Bertolak dari beberapa hal tersebut, penulis dalam menyelesaikan tugas akhir
ini mencoba untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian “ PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN
WAJO KOTA MAKASSAR “ dengan tujuan untuk dapat mengetahui sejauhmana

tingkat partisispasi masyarakat dalam menunjang pembangunan Kelurahan di

Kecamatan Wajo.

Menurut anggapan ada beberapa faktor pendukung maupun faktor
penghambat adanya partisipasi masyarakat yaitu pemerintah setempat, karena itu turut
pula di sorot mengenai peranan pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk ikut
secara aktif dalam proses pembangunan, sejauh mana Camat dan Lurah mengdakan

pembinaan , pengarahan, penjelasan kepada masyarakat.
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Hasil penelitan dua unsur tersebut menunjukkan bahwa partisispasi
masyarakat di dalam pembangunan Kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar
setelah di skor secara keseluruhan bernilai * cukup baik * kecuali partisipaisi fisik yang
bernilai “tinggi”.

Selanjutnya mengenai tingkat pembinaan, pengarahan pemerintah
kepada masyarakat setelah dihitung dan di skor secara keseluruhan

menunjukkan nilai * rendah *
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Kelurahan di wilayah perkotan mempunyal arti yang
sangal penting bahkan boleh dikatakan bahwa pembangunan dacrah, khususnya
dacrah perkotaan sebagai bapian yang integral daripada pembangunan nasional
sangat ditentukan oleh pembangunan disetiap Kelurahan,

Keberhasilan pembangunan Kelurahan merupakan wujud daripada
pemerataan pembangunan dan  hasil-hasilnya dan pada ilirannya  akan
mempercepat rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat, periumbuban ekonomi
vane cukup tinggi, stabilitas wilayah yang sehat dan dinamis. Untuk terciptanya
kondisi demikian salah satu faktor penentu ialah secara aktif dari seluruh lapisan
masyerakat termasuk masyarakat kelurahan di  Kecamatan Wajo Kola
Masyarakat.

Oleh karena ifu ;:iaiam Buku 11l Pemanduan dan Berbagai Program
Pembangunan Masyarakat Desa di jelaskan bahwa .

“Keikut sertaan masyarakat secara aktil dalam proses percncanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

merupakan salah satu kunci  keberhasilan dari setiap  upaya

-l
pembangunan™

Dengan berdasarkan kepada  pendekatan bahwa pembangunan
dilaksanakan dari, oleh, serta untuk rakyat. Maka pada pelita VI kebijakan

pembangunan diarahkan pada adanya keseimbangan antara pembangunan di




pusat dan dacrah, keseimbangan pembagian hasil-hasilnya untuk mempereepal
lerciptanva keadilan sosial bagi seluruh rakvat, dimana belum nampak mulai dari
pelita 1 sampai pada pelita V. Semakin lerasa kesenjangan antara pembangunan
di pusat dengan vang berada di daerah-daerah dilihat dari pembangunan fisik-
material. Dengan menyadari hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan
dengan mengembangkan olonomi daerah dimana masvarakal tlidak hanva
diharapkan untuk dapal mendukung kebijaksanaan pembangunan yang
diprakarsai oleh pemerintah (Top Down), tapi masyarakat sudah berkewajiban
memberikan di lingkungannya masing-masing sedangkan pemerintah  hanya
sebagai fasilitator yaitu memberikan bimbingan, pengarahan, bantvan scria
sarana yang belum mampu diadakan oleh setiap masyarakat disetiap kelurahan.

Partispasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan syaral
mutlak bagi berhasilnya otonomi dacrah, namun kenyataan di masyarakat masih
ada vang menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah
semala.

Berdasar atas pandangan tersebut diatas ada hl:E}Erﬂpﬂ alasan dipilihnya
Judul penelitian “PARTISPASI] MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN WAIO
KOTA MAKASSAR™ sebagai berikul:
|. Partispasi masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar sebagai keterhibaln

dari segi jasmani saja tapi meliputi kesediaan mental, kesediaan memberikan

symbangan pikitan maupun dana untus ferciptanya kesejahteraan bersama




dan vang lebih penting adalah rasa tanggung jawab terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan pemeliharaan daripada hasil-hasil pembangunan yang tetah

dicapai.

. Kenyataan di masyarakat khususnya di Kecamatan Wajo ada indikasi ketidak

pedulian masyarakat terhadap pembangunan baik dari segi perencanaan,
pelaksanaan serta rasa langgung jawsb atas pemeltharaan hasil - hasil

pembangunan.

. Keterbukaan pemerintah untuk menedma kritik dan memberikan peluang

vang besar kepada masyarakat uniuk memikirkan nasibnya sendiri akan lebih

mempercepal lerciplanya kesejatieraan sosial bagt seluruh rkyat.

B. Rumusan Masalah

Derdasarkan dasar penelitian terdahuly, maka penulis ingin merumuskan

yang ingin diteliti supaya tidak meyulitkan dalam mengumpuikan data yang

diperiukan,

Adapun rumusan masalah dapat dilihat sebagai berikut:

3

]

Bagaimana partispass masyarakat dalam memmjang pembangunan Kelurahan
di Kecamatan Wajo Kota Makassar.

Bagaimana  tingkat  kepedulian masyarakat  memelihara  hasil-hasil
.[meba ngunan yang telah dicapai.

Bagaimana lingkat sosialisasi program pembangunan Kelurahan yang telah

dilakukan oleh pemernintah di Kecamatan Wajo Kota Makassar,




C. Tujwan dan Kegunaan Penelitian
1, Tujuan penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut.
a Untuk mengetahui tingkat partisipasi dalam pembangunan kelurahan di
Kecamatan Wajo Kota Makassar.
b. Untuk mengetahui tingkat kepedulian masyarakat memelihara hasil-hasil
pembangunan di Kecamatan Wajo Kota Makassar,
c. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah mensosialisasikan  sefurub
pragram pembangunan di Kecamatan Wajo Kota Makassar,
2. Kegunaan penlitian
a. Sebagai bahan masukan bagi pemeriniah baik Lurah maupun Camat unluk
meningkatkan partispasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan d
Kecamatan Wajo Kota Makassar,
b Sebawai salah satu fakior pendukung berbagai pihak baik pemerintah
dalam hal ini Lurah se-Kecamatan Wajo maupun Camat Wajo, juga warga
masyarakal Wajo dalarn meningkathan perannya masing-masing dafam

pembangunan.

D. Kerangka Teori

Weskipun konsepsi tentang pembangunan di negara-negara sedang
perkembang dari masa ke masa mengalami perkembangan dimana  awal
perkembangannya seluruhnya ditentukan dari tingkal atas mulai perencanaanya,

dana sampai pada teknis pelaksanaanya, semud dileninkan leinh dabuobe oleh
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pemerintah. Dewasa ini telah mengalami perubahan atau paradigma baru dimana
masyarakal Udak hanva diharapkan mendukung program dari pemerintah tetapi
masyarakat sudah berkewajiban untuk menentukan nasibnya sendin dalam
kerangka tetap dalam kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat semakin
diharapkan agar terlibat langsung dalam proses pembangunan discgala bidang,
namun pemerintah masih elap memegang peranan  penting lerutama dalam
peningkatan partispasi masyarakat dalam pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lockman Soetrisno mengatakan bahwa:
“Mincgara herkembang termasuk  Indonesia, negara atau pemerintah
mempunyai peranan yang sangal dominan dalam proses p:l!lhi!!lﬂlll'lﬂll
Negara tidak hanva merupakan sumber d'ma mv:!mnhﬂn juga schagas
perencanaan sehahﬂut pelaksana pembangunan™

Memang tidak dapat dipungkin hahwa pemerintah sehagai penanggung

jawab  utama, minimal sebaga moderator fasilitator dalam setiap langkah
pembangunan, Karena ity dalam wilayah Kecamatan Wajo, Camai dan seluruh
aparatnya termasuk sefuruh Lurah-nya masth tetap memegang peranan penting
rerutama dalam hal membangkitkan semangal untuk herpanisipasi di berbagai
proses pembangunarn.

Sosialisasi tentang seluruh program pembangunan kepada masyarakal

akan lebih efektif untuk meningkatkan partispasi masyarakat bila secara
langsung disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Camat atau Lurah

dibanding bila program pembangunan tersebut hanya didengarkan melalui

SesAm warga
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Pernvataan ini berdasarkan pandangan bohwa pemerintah mempunyai
wibawa khusus vang dapal mendorong masvarakal biss berpartisipasi. Selain i
karena pemerintah memang mengetahui tujuan program secara mendalam,
sehingea pada saat sosialisai program kepada masyarakat tujuan dan mamfaat
program pembangunan yang akan dilaksanakan sccara uiuh didengarkan dan
dihavati dengan baik.

Kenvataan datam kehidupan sehari-hari bahwa scorang alau sekelompok
orang akan tergerak hatinya berpartisipast terhadap suatu kegatan diminta atau
tidak diminta, bila ia merasa hahwa kegiatan terschul akan menguntungkan hagi
dirinya, minimal dapat mesasakan manfaat dari hasil tersebul secara langsung
dalam waktu vang tidak teclatu lama.

Kecenderungan semacam ini bila dikaitkan proses pembangunan hasilnya
tidak semata-mata bernilai material yang dapat dihagi-bapi dan dinikmati secara
perorangan, hasil daripada program  pembangunan pada  umumnya  dapas
Jinikmati secara kolektil dan kadang tidak dapat disadari bahwa tu adalah hasil
pembanzinan.

Menvadari hal ini peranan pemerintah sangal siratcgis dan menentukan
untuk membangkitkan semangat, sehingga masvarakat mau berpartisipasi dalam
arti mau menyumbangkan pikiran, tenaga serla dana atau material untuk
menyukseskan program yang telah di ietapkan bersama.

Keith Davis mengemukakan peagertian partisipasi sehagai berikut.

“partisipasi dapat didefinisikan scbagai keterhibatan mwenial pikiran dan
2NOSI/perasaan sefeemng dalam situasi kelompok yang mendorong untuk




memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai lujuan
serla turul bertangzung jawab terhadap usaha yang bersangkutan™ wl

Dari definisi tersebut ada beberapa unsur yang dapat diterapkan dalam
bidang pembangunan, antara lain sebagai berikui:
“1. Partisipasi lebih melibatkan keterlibatan mental dari pada hanya
keterlibatan jasmani.

1. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan suatu sumbangan kepada
usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang,
kesukarelaan untuk membantu kelompok atau seseorang untuk menjadi
anggota dengan segala nilainya.

2. Unsur ketiza adalah tangeung jawab. Unsur tersebut adalah merupakan
segi yang paling menonjol dari rasa menjadi anggota kelompok, ™™
Berdasarkan defenisi tersebut, maka yang dimaksud partisipasi dalam

wilisan ini adalah kesediaan atas dasar kesadaran dengan penuh rasa tanggung
jawab baik pikiran, tenaga keahlian maupun uang atu barang wmaterial
menyukseskan program pembangunan Kelurahan dapat didefinisikan sebhagai
berikut -

“Pembangunan Desa/Kelurahan diartikan sehagai proses usaha masyarakat

yang dipersatukan dan usaha dari pemerintah dan maksud memperbaiki

syarat-syarat ekonomi, sosial dan budaya serta menyatukan usaha tersebut

ke dalam kehidupan bangsa agar mereka berkemampuan untuk
menyumbangkan sebesar-besarnya pada program Pembangunan Nasional™"
Dengan demikian pembangunan Kelurahan dapat diartikan sebagai
proses usaha yang timbul untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat

yang mapan dan budaya tinggi dan positif melalui partisipasi dan dorongan

himbingan pemerintah, dan hal ini Camat dan Lurah setempat.




Selanjutnyva mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapal
dikemukakan sebagai berikut
“Parlisipasi masyarakal dalam pembangunan dapat diarlikan schagai ikul

sertanya masvarakat dalam program-program pembangunan, kot dalam

kegiatan pembangunan dan memamfaatkan serta menikmati  hasil - hasil
pembangunan™ "

Berdasarkan penjelasan dan rumusan tersebut diatas, maka kerangka
pikir yang mendasari penehtian i dalah bimbingan pemerintah berupa,
penvilluhan/penerangan pemberian pengarahan, pemberian rangsangan berupa
fasilitas  serta  pendekatan  manusiawi  dalam  upaya  sosialisasi  program
pembangunan  kepada masyarakat akan menimbulkan  keyakinan, bahwa
program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah kebutuhan masyarakat
it sendiri, Makin tingei tingkat kebutuhan masyarakal terhadap usaha yang
akan dilaksanakan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat vang diberikan

Sebaliknva  jika masyarakal kurang menyadari  bahwa program
pembangunan yang akan dilaksanakan adalah kebutuhan dan miliknya sendir,
maka sulit diharapkan bahwa masyarakat akan memberikan partisipasinva secara
maksimal.

Kerangka teori penclitian secara skematis dapal digambarkan sebagai

berituw:




SKEMA KERANGKA TEORI

penyuluhan/penerangan,
peugarmhan  bantuan
don bein-luin

Nimhingan dad  pemerintah,

Fusilitas

Masyarakal
K alurahan

Foebutiufean

PMartisipasi  pukiran, tenaga
dan  material dan  rasa
tanggung  jawsb  terhadap
pemeliharaan hasil-hasil
PRI

l

Pembungunun

x

E. Metode Penelitinn

1. Tipe dan dasar penelitian

- Kehirahan

l

Pembaggunan
Nasional

a. Tipe penelitian ini berfujuan untuk membenkan gambaran tentang

hagaimana partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan di

Kecamatan Wajo Kota Makassar.




b. Dasar penelitian adalah survey yailu metode yang mengumpulkan data
melalui  daftar perlanvaan dari sejumlah responden vang  dianggap
mewakili seluruh populasi.

2. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Dibrary Studi { Studi Kepusiakaan ), yaitu penguimpulan data melalul
bacasn baik di perpustakaan atau di tempal lain yang memual keterangan
vang terkail dengan masalah penelitian,

b Field Research ( Studi Lapangan ), Yaitu suatu cara yang dilakukan untuk
mendapatkan data secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk
diintegritaskan dengan teori,

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ada 3 { tiga ) cara yang digunakan :

Dok Ll

a. Observasi, vaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan. ( obvek
Penelitian ).

b. Imterview, vaitu melakukan wawancara langsung dengan responden
terhadap masalah-masalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

¢. Ouiesioner, vaitu mengumpulkan data dengan mempergunakan dafiar
perianyaan.

4. Populasi, responden dan informan
a. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh warga

masvarakat 8 Kelurahan di Kecamatan Wajo Kola Makassar. Dari 3
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Kelurahan tersebut dipilih 3 kelurahan vang dianggap mewakili seluruh

masvarakal sebagal sampel,

b. Responden, adalah scluruh masyarakat di 3 Kelurahan yang dianggap

mewakili seluruh masyarakat yong disampel. Dari 3 Kelurahan tersebut
hanva 90 { semhbilan puluh ) kepala keluarga yang diberikan angket atau

pertanvaan uniuk dijawab,

c. Informan, adalah seluruh tokoh masyarakat yang dianggap lerkail:

» Unsur pemerintah, misalnya Camat, Lurah, Ketua ORW dan ORT
(termasuk ketua LEMD )
e Pemuka — pemuka masvarakat lainnya yang tidak termasuk anggota

LEMI.

5. Definisi operasional

Walaupun judul skripsi ini yang di tonjolkan adalah partisipasi dalam
pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Wajo Kota Makssar, tidaklah
herarti bahwa peranan pemerintah dalam hal ini Camat dan Lurah diabatkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan pemerintah masth turut
diperhatikan.
a Tingkal partisipasi masyarakal dalam pelaksanaan  pembangunan

Kelurshan dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut -

« Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide

+ Partisipasi dalam bentuk tenaga { fisik )

» Partisipasi dalam bentuk dana atau material




I T L e e T

+ Partisipasi evaluasi pelaksanaan pembangunan serta kepedulian
terhadap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
b. Tingkat sosialisasi program pembangunan  dioperasionalkan  melalui
indikator; penyuluhan, penerangan, pemberian fasilitas yang memang

belum dapat divsahakan sendini oleh masyarakat.

. Analisis data

Data dianalisis secara kuantitatif dengan dukungan tabel frekuensi dan
beberapa variabel yang dijadikan indikator penelitian. Masing-masing
jawaban responden akan diberi bobol dengan nilai terlinggi 4 { empat } dan
terendah adalah 1 ( satu )

Selanjutnya rala-rata skor dari hasil perhitungan akan dikelompokkan sebagai
benkut :

o Rata - rata skor > 3 adalah kategori tertinggi

o Rala— rata skor 2 - 3 adalah kategori sedang

o Rata — rata skor < 2 adalah kategori terendah
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BAB 1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Partispasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu istilah yang sangat populer
terutama bagi negara yang berkembang atau negara yang sedang membangun,
karena istilah sering dikaitkan dengan pembangunan. Pengertian partisipasi oleh
banyak kalangan disarnakan keikut sertaan atau turut serta,

Secara etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu
“partisipasi” (kata benda) atau turut mengambil bagian sedang “To” partisipate
(kata kerja) ikut mengambil bagian.

“Partisipation (kata keadaan) adalah hal mengambil bagian™"

Lebih lanjut, Drs. M. Syukur Abdullah dalam bukunya Bunga Rampai
Administrasi Pembangunan mengemukakan pengertian partisipasi sebagal
berikut:

“Yang dimaksud dengan partisipasi jalah sikap tanggap masyarakat lokal
{Locale responce) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang tata

cara baru, pemakaian teknologi baru dan kesediaan memberikan
pengorbanan (dalam arti Investasi) modal, wakiu, tenaga dan wang uniuk

mencapai mwjuan pembangunan™™.
Dari pengertian terscbut, partisipasi lebih ditekankan pada kemampuan
atau kesediaan untuk berkorban dalam bentuk materil dan tenaga selanjutnya

Keith Davis sebagaimana yang dikutip oleh Santoso RA Sastro Poetro

mengemukakan definisi partisipasi sebagai berkut:
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“Partisipasi dari definisikan schagai ketrlibatan mental/pikiran dan emosi
(perasaan sescorang) dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk
memberikan f:'.umhnng:ln kepada kelompok usaha m-.;n:;:ztrai Lujuan serta turul
bertanggung jawab terhadap vsaha yang bersangkutan "
Dari definisi tersebut disas, ada tiga hal penting vang perlu diperhatikan
bila ingin diterapkan dalam bidang pembangunan; yaitu ;
1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau perasaan
2. Partisipasi menghendaki adanya pengorbanan pisik dan materi berupa uang
dan hahan untuk mencapai wjuan kelompok,
3. Partisipasi merupakan tangzung jawab sebagai anggota kelompok masyarakat.
Dari sisi lain Coben dan Uphof sebagaimana yang dikutip oleh Wiwik
Sri Widarti dan kawan-kawan dalam berkala penelitian “Pasca Sarjana™ UGM
Jilid 9 Momar 34 mengindentifikasi partisipasi menjadi empat keputusan, yaitu
“Partisipasi dalam bentuk penerapan keputusan, partisipasi dalam bentuk
penerapan hasil keputusan seria partisipasi dalam bentuk evaluasi. Keempal
jenis partisipasi tersebut merupakan sualu sikiug™"™
Dengan demikian partisipasi masyarakat bukan hanva dafam pelaksanaan
cugiu kepiatan pembangunan, ietapi partisipasi harus mulai dari perencanaan
syaty  kegiatan pembangunan, pelaksanaan  serla  langgung jawab  atas
pemeliharaan hasil yang dicapai oleh pembangunan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Taliziduhn Ndraha
dimana beliay mengatakan bahwa partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa hal
vy |

“1. Parlisipasi dalam menerima dan memberikan informasi {partisipasi
informatif}
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2. Partisipasi dalam memberikan tanggapan dan saran dalam terhadap
informasi vang diterima baik dalam terhadap informasi vang diterima
baik yang bermakna menolak, mencrima dengan syarat, alau mencrima
sepenuhnya.

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan,

Partisipasi dalam pelaksanaan operational pembangunan

Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.

Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan™"

o th e

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan tersebul yang paling penting
dalam partisipasi masyarakat adalah kesediaan dan kerelaan/keihlasan dan bukan
paksaan atau mobilisasi masyarakat melalui pengaruh kampanye dan lain
sebagainya.

Adapun bentuk partisipasi menurut Keith Davis yang dikutip oleh
Santose RA Sastro Poetro dalam bukunya “Partisipasi, Komunikasi, Persuasif
dan Disiplin Dalam Pembangunan™ mengemukakan bahwa partisipasi dapat
dilihat dalam beberapa bentuk yakni @

“ 1. Parlisipasi pikiran (Pyscological partisipation)
Partisipasi tenaga {physical Partisipalion )
_ Partisinasi pikiran dan tenaga (phycological and physical partisipation)
. Partisipast keahlian {participation with skill}

_ Partisipasi barang (Material Participation)
_ Partisipas: Uang { Money Pﬂﬁitipaﬁnn}“‘m

Sl b L3 B

Selanjutnya Hoot Steede, vang dikutip olch Drs. Khaeruddin dalam
bukunya “Pembangunan Masyarakal” membagi (shapan-tahapan parlisipasi

dalam tiga tingkatan yaitu

“q  Partisipasi inisiatiff Inisiation participasi) adalah partisipasi vang
mengandung inisiatil dari pimpinan Desa, baik formal maupun informai
atau dari anecgota masvarakal mengenal suatu provek vang nantimva
proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarahat,




h. Partisipasi Legitimasi (l.egitemahe Participation adalah partisipas
tmgll;m pembicaran atau pembuatan keputusan lentang provek lersebuts

¢ Partisipasi Fksekusi (Fxecution Parlicipation adalah partisipasi paca
tingkat pelaksanaan)™™

Dari pendapat tersebut dari atas jika diperbatikan temyata mempunyal
sudut pandang vang herada, Pendapat pertama memandang partisipasi sccara
umum haik ity masyvarakat biasa maupun pemerintah sedang pandangan werakhic
vailu Hoofs Teede melihat parlisipasi dari fungsi pemenntah sebagai fasilitator
* pembangunan

Berdasarkan pengertian lerschut diatas bila dari kaitkan  dengan
pembangunan, maka parisipasi masyarakal merupakan suaiu hal vang amal
penting dan menentukan, walaupun  lelap digkui peranan pemerintah dalam
proses pembangunan juga penting, namum hasil akhir ditemukan oleh
masvarakat, apakah mau menerima atau memelihara hasil pembangunan.

Hal tersebut  sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan  olch
Koentjoraningrat dalam bukunya “Rebudayaan Mentalitel dan Pembangunan™
mengemukakan bahwa

“Partisipasi masvarakat dalam pembangunan lebih menekankan kepada
kemauan  sendin, sadar  untuk  melaksanakan kemaian-kegmalan
pembangunan, dari sini semua potensi manusia { Tenaga kasar, dan te ranpil
seria dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan, baik melalui swadaya
¢olong TOYON maupun sumbangan sukarela ™™

Lebih lanjut menurut Marseno sebagainana yang dikutip oleh Savogya dan

Puji Sayogya dalam bukunya “osiologi Pedesaan™ mengemubkakan bahwa |
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“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan schagai ikut
sertanya masyarakat dalam program - progeam pembangunan ikut dalam
Kesiatan puml-:b:lggumm dan memanfaatkan serts menikmati - hasil-hasil
pembangunan”™

Dengan demikian partisipasi masvarakat dalam pembangunan, berarti ikut
serlanya masyarakal herperan serta dalam proses pembangunan. Partisipasi
berwijud dalam bentuk diskusi dalam penvusunan rencana serla pelaksanaan dari
pada rencana yang telah ditetapkan bersama.

Dalam proses pembangunan Desa atau Kelurahan pemerintah memegang
peranan  penting  dimana  pemerintah mempunyai  tugas  mengarahkan
memfasilitasi untuk menumbubkan dan membangkitkan partisipasi masyarakal
dalam pembangunan. Untuk ity perlu kiranya pemerintah Desa atan Kelurahan
mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat
dalam pembangunan

Ada sejumiah faktor vang berpengaruh techadap partisipasi masyarakal
dalam pembangunan fkior-fakior tersebut:

a5 Faktor interen, vakni faktor dari dalam Desa sendiri;
adanya kepemimpinan yang positif herpandangan jauh kedepan yang
konkrit dan bertanguung jawab,
- Adanya pengorganisasian yang terarah dan rapih
- Adanva kesadaran sosial masyarakaf
- Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tingg|

- Tingkal pendidikan masvarakat yang {ingg
- letak geografis dan adanya komunikasi

b Fakior Exieren, yakni fakior yang datang dari luar.
- Adanva pengaruh dan hubungan yang komkrit dari pemerintah dan

daerah _
. Bantuan vang wajar dan sungguh dipe thukan
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- Pemberian penghargaan terhadap kelurahan / Desa
- Kompetisi perak vang sehat dan Gsitil dalam pembangunan Desa

Kelurahan lain™

Keselarasan antara faklor Interen dan Extreren akan berdampak positil

terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Rerdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan pembangunan Relurahan,
mika partispasi masvarakat merupukan (aktor yang sangat penting dan mutlak
dalam pembangunan dan  merupakan bugian yang lak  terpisahkan  dar
pembangunan. Pembangunan tanpa partisipasi adalah suatu hal yang mustahil.

Taliziduhu Ndraha menvatakan bahwa :

“Pembangunan Desa/Kelurahan  tidak akan berhasil aps bila tidak ada

partisipasi dari masyarakat dan pembuangunan itu tidak akan mendapatkan
dukungan moril maupun materil pada fahap perencanaan maupun pada

pelaksanaanya, ™
Pembangunan Kelurahan  menuntut partisipasi aktif berupa prakarsa,
swadaya dari masyarakat dan itu akan {imbul apabila masyarakat sudah
menyadari bahwa tangung jawabnya sebagal anggota masyarakat yang hukan
saja  bertanggung jawab kepada kemaslabatan  pribadinya tapi juga ada
kepentingan kolektif yang menempati posisi yang paling urgen yang harus diatas
kepentingan pribadi atau keluarga.
Thari rasa tangoung jawab kolektif inilah lahir rasa solidaritas yang tinggi
rta mengembangkan segala kemampuan baik pikiran pada tahapan

untuk furdt se
perencanaan pembangunan materi dan fisik pada tahap pelaksanan bahkan

pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
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Dalam hubungan ilu program utama yang scharusnya mendapatkan
prioritas pertama dalam pembangunan suatu bangsa atau dacrah talah bagaimana

agar masyarakat bisa lepas dari belenggy kemiskinan dan keterbelakangan

Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarvakat,

. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan akan berhasil batk pada
tingkat Masional maupun pembangunan Daerah apabila dilaksanakan secara
terpadu antara pemerintah dan masvarakat, Oleh sebab itu walaupun dalom era
reformasi dan tahun perdana Otonomi daerah diharapkan agar semua warga
terutama dari daerah-daerah telah mampu menentukan nasibnya sendini sesuai
dengan kemampuan masing-masing tidak lagi semuanya bergantung  dari
pemerintah tinghat atasnva yang cenderung terkesan dalam proses penentuan
kebijakan ada intervensi dari atas,

Schubungan dengan itu peranan pemerintah dalam konsepsi ini tidak
dimaksudkan seperti diatas, tapi peranan pemerintah dalam konsep skripsi ini
berupa dorongan atau  stimulasi pemerintah yang tujuannya unluk lehih
mengarahkan dan meningkathan partisipasi masyarakat untuk mempercepat
pertumbuhan  masyarakat Desa/Kelurahan . Taliziduhu Ndraha dalam
bukunya Metodologi Pemerintah Indonesia™ menyatakan bahwa :

“Tntuk  menciptakan pertumbuhan  masyarakat, pemerintah melakukan
beberapa usaha dalam mendorong pertumbuhan masyarakat Desa atau
Kelurahan misalnya pemerintah bertanggung jawab dalam hal pemberian,
pembinaan, pengarahan, pengawasan, himhingan dan hantuan. Pemerintah
pukan hanya diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan masyarakal

melainkan bisa mempercepal pertumbuhannya. Salah satu upaya pemerintah




ialah stimulan kepada masvarakat schagai Pcndﬂmng tumbuhaya prakarsa
dan swdaya masyarakat untuk berkembang ™™

Ringkasan dari pandangan tersebut di atas adalah bahwa pemerintah
berkewajiban untuk mensosialisasikan seluruh program pembangunan chalam
hentuk penvuluhan atau pencrangan, pengarahan, bimbingan pemberian bantuan
dana dan fasilitas yang belum mampu disiapkan sendiri oleh warga miasyarahal.

Selanjutnya Koentjoraingrat mengemukakan bahwa .

“Salah satu unsur yang dipandang dominan adalah unsur pemerintah uatuk
membina mentalitas yang berjiwa pembangunan:
Memberi contoh vang baik
Memberi perangsang-perangsang vang cocok

Dengan persuasi dan penerangan dan
Dengan pembinaan dan arahan ™"

e Ll o

Dari pandangan tersebut nampak bahwa pada prinsipnya pembangunan
akan berjalan dengan baik apabila ada keselarasan antara rasa tanguung jawab

pemerintah dengan masyarakat, hMasvarakat sadar bahwa Pembangunan adalah
untuk mereka sendiri dan pemerintah sebagai pembina, pengarah dan sekaligus

sehagai Fasililator keseluruhan proses pembangunan, maupun sebagai pengatur

pemamfatan hasil-hasil pembangunan.

Drs. G. Kartosapoetro dan kawan-kawan dalam bukunva “Desa dan

Daerah dengan Tala Pemerintahannya™ menjelaskan bahwa

“Dalain  rangka pembangunan pedesaan/Kelurahan  pembangunan il
dilaksanakan dalam rangka keseimbangan kewajiban vang serasi antara
pemerintah dengan masyarakal desa Pemerintah memberikan bimbingan,
pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan teknis seria bantuan
tainnya untuk meningkatkan swdaya gotong royong masyarakat untuk
selanjutnya dapat berkembang sendiri sesuai den%n tingkat perhembangan
desa dari desa ke desa swakarsa dan swasembada ™"
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Schubungan dengan itu lebih jelas dikemukakan oleh H. Siagian dalam
bukunya “Pokok-Pokok Pembangunan Masvarakal Desa™ bahwa

“Kedudukan pemerintah sangal dibutuhkan dalam meningkathan partisipasi

masvarakal dalam pembangunan, karena pemerintah  mempunyal Fungsi

selaku pemberi pelayanan dan pembinaan kepada masvarakat. Fungsi

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai stabilisator,

motifator dan innefator seria pelopor™™

Dengan demikian dalam pembangunan desa, MCmpUnyial peranian yang
sangal penting lerulama dalam kegiatan dengan upaya untuk menciptakan iklim
yang mendorony twumbubnya prakarsa  dan swadaya masyarakat untuk
meningkatkan partisipasi dan  kreativitasnya.  Hal ini ditempuh  untuk
mempercepal  peningkatan/perkembangan  Desa  atau Kelurahan  dengan

memperkual unsur-unsur pengembangan masing-masing Kelurahan atau Desa.

Pembangunan kelurahan

Studi tentang pembangunan merupakan suatu kajian yang tidak pemah
habis-habisnya untuk dibahas dan sampai saat ini belum ada kesempatan para
ahli tentang hatasan pengertian pembangunan Para ahli memandang pengertian
pembangunan dar herbagai persepsi atau sudut pandang yang berbeda satu sama
lain, tergantung dari hasil studi dan metode pendekatan yang digunakan.

Pembangunan dilihat dari pendekatan itmu sosial, akan menghasitkan
konklusi vang berbeda apabila pembangunan di pandang dari segi ilmu ekonami,

demikian seferusnya,
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Socara etimologis istilah pembangunan berasal dari hata “hangun”
diberiban awalan “pe” dengan sisipan “m” dan akhiran ~an” akhimya bermakna
hal membangun, Kata bangun setidak-tidaknva mengandung 4 arti,

“Pertama “baneun” dalam arti sadar atou siuman. Kedua “hangun®

dalam arti banghit atan berdiri, Ketigs “Bangun™ dalam arti beniub sesuatu
keempat “haneun™ arti kata kerja membuat, mendirikan aiau membina™

Menurul  Sondang P, Siagion dalam  bukunya  “Administrasi
Pembangunan™ dikemukakan babwa:
“Pembangunan di definisikan sebagai suatu usaha ataw rangkaian usaha

pertumbuban dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara salar

oleh suatu hangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka
pembina bangsa (Nation Building)™™"

Selanjutnya Nico. S, Nordholt mengemukakan pengertian pembangunan
sehagai berikut:

“Pembangunan adalah perubaban untuk kemajuan watak pembangunan
selaku hergerak dan berubah maju. Pembangunan pada hakekatnva adalah
proses perubahan yang lerus mencrus yau% merppakan kemajuan  dan
perbaikan kearah tinjavan yang ingin dicapai™™"

Dari dua pengerlian tersebut diatas mengandung unsur-unsure perubahan
pertumbuhan, kemajuan perbaikan. Jadi pembangunan adalah suatu usaha
pertumbuhan, perubahan dalam upaya mencapai kemajuan { modernisast) vang
dilakukan secara berencana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan

Berkaitan dengan defenisi pembangunan, Coralie Brayant dan Loise

sebagaimana yang dikutipkan oleh Taliziduhu Ndraha, mengemukakan bahwa:

“Pembangunan diartikan sehapai upava peningkatan kemampuan manusia
untuk menpengaruhi masa depannya’
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Terhadap lima inplikasi utama pada pengertian tersebut, yaitu |

“1. Pembangunan heranimembangkitkan kemampuan optimal manusia haik
mdividu maupun kelompok { Capacity)
2. Pembanpunan berarti mendorony  twmbubnya  kebersamaan - dan
pemerataan nilai dan kesejahternan {Fguity )

. Pembangunan  berarti  menaruh  kepercayaan  masyarakat  untuk
membangun dirinya sendin sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.
Kepercavaan pada masvarakat itu dinyatakan dalam bentuk kesempatan
yang sama kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun
secara mandiri | Surtaimabihiy )

. Pembangunan berarli mengurangi  Kelergantungan negara yang  salu
dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan g'nn% saling
menguntungkan dan saling menghormati. ( Interdependence yrin

LY
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Dari pengertian terschut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa vang
dimaksud dengan pembangunan ialah suatu usaha bersama menuju kepada
perbaikan tarap hidup secara pribadi maupun secdra kelompok dimana dalam
prosesnya terdapat dua kelompok yang saling bekerja sama disebut pemerintah di
tingkat { P ) dan masyarakat atau disingkat { CM } dimana masyarakat sebagai
subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan, sedang pemerintah { P ]
sebagai penyulub, pemberi penerangan, bimbingan dan bantuan yang belum
dapat disiapkan sendiri oleh masyarakai berupa bantuan hubungan Kelvar dan
kedalam sehubungan dengan pengadaan sarana/prasarana atau alal—alat teknis
yang belum dimilik oleh dacrah-daerah.

Celurahan / Desa adalah suatu wilayah yang pating kecil dalam sistim
pemeriniah di Indonesia yang memiliki pemerintah sendin yang disebut Lurah

atau Kepala Desa yang memiliki batas wilavah terientu dan masyarakat atau

rakyat tertentu pila,




Perlu dikemukakan bahwa pada prinsipnva Kelurahan dan [Jcsa sama
saja walaupun dalam Undang-Undang Nomor, 22 Tahun 1999 Lidak ada roumusan
yang jelas menpenai Kelurahan  tapi kalau diperhatikan dalam prakick
pemerintahan sehari — han tidak ada perbedasan prinsipil sehingga rumusan
Kelurahan tidak ada vang jelas, munekin karena istilah Kelurahan dengan [hesa
perbedaannyva hanva sedikit saja.

Sehubungan dengan itu dalam tulisan ini akan dijelaskan rumusan
Kelurahan sebagai benkut :

“Kelurahan  adalah wilayah kerja lurah schagai perangkat Dacrah

Kabupaten dan / atau kota dibawah Kecamatan™ o

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui perbedaan antara kelurahan
dan Desa dimana wilavah kelurahan berada diwilayah Kelurahan atau wilayah
perkotaan sedangkan Desa adalah merupakan kesatuan masyarakal hukum yang
diberikan kewenangan untuk mengurus, mengaur kepentingan masyarakatnya
berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakatnya dan hanya berada di

daerah kabupaten.

denurut Undang - undang Nomaor ; 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan

Daerah disebutkan bahwa :

“Diesa atay yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengaiur
desa mengurus kepentingan masvarakat setempat yang diakui dalam sistim

pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten™ '

Dari rumusan tersebul dapat diketahui dan di pahami bahwa Desa

merupakan daerah terkecil dibawah kecamatan yang agak olonom mengatur dan




mengurus rumah tangga desanva sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat
seleiipal,  sepangang  bdak  lermasuk urusan pemerintahan  wmom - vang
dikecunlikan berdasarkan pasal 7 dan 9 undang - undang Nomor - 22 Tahun 1999
tentanyg Pemerintahan daerah.

Schagaimana rumusan Kelurahan tersebut di atas menunjukkan hahwa
pertbeduan Desa don Kelurahan  hanva terletak pada adanya Kewenangan
mengurus dan mengatur bagi Desa sedangkan Kelurahan hanva merEikan
wilavah kerja Lurah sebagai aparat Kabupaten dan hota yang secara strukrural
herada di hawah Camat dan melaksanakan tugas pemeriniah kabupaten atau vang
berada di wilayah Kenanya

Schubungan dengan itu maka pembangunan Kelurahan dimaksud dalam
tulisan ini yaitu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut meliputi
kegiatan yang termasuk di programkan pemerintah kabupalen maupun yang
timbul dari prakarsa masyarakat sendini berdasarkan kebutuhan vang dirasakan
mendesak  untuk  dipenuhi, sementara Kegialan tersebut sementara  belum

terjangkau oleh program pemeriniah kabupaten / kota,

Starategl Pembangunan Desa {Kelurahian

Tujuan dan arah pembangunan dijabarkan GBHN, pembangunan naional
hertujuan membangun manusia seutuhnya dalam masyarakal gemah rapi repeh
rapih, yaifu masyarakat yang fumbub dan berkembang atas kekuatan sendiri

menuju masyarakat yang adil dan makmur berdaarkan pancasila, Arah dan tujuan
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pembangunan Desa/Kelurahan selanjutnva dirumuskan dalam bentuk trilogi
pembangunan Desa/Kelurahan  sebagai berikut
I. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Desa/Kelurahan

Pembangunan Kelurahan pertama-tama harus ditujukan dan
diarahkan untuk terciptanya pertumbuban perekonomian Kelurahan  yang
baik dan schat. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan dan peningkatan
kegiatan usaha masyarakat secara terpadu pada bidang peternakan, perikanan,
industri dan jasa.

{jsaha terschut dapat ditempuh, dengan peningkatan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat melalui penyuluhan dan latihan-latihan usaha, Selain
itu, ditunjang pula dengan proyek-proyek baniuan pemerintah dalam rangka
menunjang pertumbuhan ekonomi Kelurahan . Hal tersebut dilakukan melaloi
pembangunan sarana dan prasarana perckonomian, bantuan tenaga ahli dan
permodalan

Dengan  hidupnya pe rekonomian  Kelurahan dan terciptanyva
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha vang lebih luas lagi,

2. Pemerataan pembangunan

Pembangunan  Kelurahan harus menciplakan  tersedianya

kesempatan yang sana bapi schiap wWarga untuk memperoleh pendidikan dan

perlindungan hukum serta kemerdekaan menentukan dan menjelaskan agama
=

yang divakininya




Pembangunan diharapkan tidak hanya dinikmati olch penduduk kota
saja. Namun, harus benar-benar dapat dirasakan mamfaatnya olch seluruh
rakyat sampai kepelosok-pelosok nusantara. Pemerataan pembangunan berarti
menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan supaya dapat dirasakan sefuruh
warga, baik di Desa/Kelurahan maupun dikota.

Terciptanya kestabilan dan keamanan Desa/Kelurahan

Pembangunan Desa/Kelurahan harus diarahkan kepada lerciplanya
kestabilan masyarakat vang dinamis. Pembangunan Kelurahan harus mampu
menciptakan ketentraman dan keamanan masyarakat,

Kondisi demikian dapat dicapai dengan adanya kesadaran masyarakal
untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman. Dengan demikian, dalam
pelaksanaannya perlu adanya usaha untuk meningkatkan kesadaran berbangsa
dan bemegara vang aman dan tertib.

Tingginya taral hidup atau perckonomian  masyarakal belum
menjamin ercapainya kesejahleraan warga scandainya Kelurahan  tersebut
dalam keadaan tidak aman. Demikian pula sebaliknya, keamanan dan
ketertiban dapat dicapai setelah kemajuan ekonomi dapat dintkmati secara
merata oleh selurub warganya. Dengan demikian, ketiga arah (rilogi

peinbangunan ini harus berialan secara hersama-sama. Asas Pembangunan

Diesa / Kelurahan .




Asas pembangunan Desa’ Kelurahan sejalan  dengan  asas

pembangunan  nasional vang dilctapkan dalam GBHN.  Asas-asas

pembangunan DesaKelurahan adalah sebagai berikut:

Asas mamfaat

Setiap kegiatan pembangunan Desa/Kelurghan harus melihat besarnya
manfaat bagi masvarakat, bangsa dan negara secara nasional, baik wakiu
sekarang maupun yang akan dalang,

Asns usaha bersama dan kekeluargaan

Setiap pembangunan Desa/Kelurahan  harus melibatkan warga Kelurahan
mulai perencanaan, pelaksanaan dan  pemebharaannya. Pembangunan
dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakal sesual
dengan peranan dan kemampuannya.

Asas demokrasi

Pemhangunan Desa/Kelurahan harus disesuaikan denuan asas demokrasi.
Masvarakat diberi hak dengan kedudukan yane sama untuk mengeluarkan
aspirasinya  dalam  kegiatan pembangunan melalui  wadah lembaga
masvarakat yang ada. [Jengan demikian, warga desa/ Kelurahan ridak
mendapat paksaan untuk ikut berperan dalam pembangunan

Asas adil dan merata.

Pembangunan Desakelurahan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga

Desa / Kelurahan  baik langsung maupun tidak langsung . Mamflaat dan
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hasil-hasil pembangunan benar-henar dapat dirasakan oleh masyarakal
secara adil dan merata tanpa membedakan golongan

Asas perikehidupan dan keseimbangan

Pembangunan Desa/Kelurahan  bukan hanya diarahkan pada suatu tujuan
lerlentu saja, tetapi harus mempunyai tujuan dan arah yang universal,
menventuh semua aspek kehidupan secara seimbang. Keseimbangan antara
hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan
kepentingan pemerintah.

Asas kesadaran hukum

Dalam setiap langkah pembangunan benar-benar diperhatikan secara sadar
ketentuan-ketentuan yang berlaku, Hukum tersebut dijalankan secara Juplr
dan fegas.

Asas kepercayaan pada kekuatan sendiri

Pembangunan di Desa/Kelurahan  harus disandarkan pada kemampuan
dan kekuatan sendiri. Dengan demikian, akan tumbuh dan berkembang
swadya masyarakat yang bersendikan pada kepribadian bangsa Indonesia,
tidak tergantung dan dikendalikan oleh hangsa lain

Gelain asas-asas tersebut pembangunan Desa Helurahan  harus

memperhatikan prinsip-prnsip sehagal berkut:

i,

Prinsip integritas
Pembangunan Desa/¥elurahan  harus berpegang pada prinsip integritas

dani satu bidang dengan hidang lainnya. Satu kesaluan verak dan tindakan
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secara nasional. Hal ini baru berlaku untuk pemerintah Kelurahan  dan
pemerintah diatasnya hingga ke pemerintah pusat integritas diperukan
dalam rangka mencapai kesatuan arah dan (ujuan pembangunan demi
kepentingan masyarakat itu sendiri dan kepentingan pemerintah.

. Prinsip keseimbhangan

Pembangunan di Desa/lelurahan harus mempunyai keseimbangan secara
proposorsional dari semua segi kehidupan. Keseimbangan antara hak dan
kewajiban, keseimbangan antara tangeung jawab pemerintah  dan
masvarakat, serta keseimbangan antara kemajuan teknologi  dengan
kemampuan kega, dan vang paling penting adalah kescimbangan anlaca
dana yang dikelvarkan dengan mamfaat atau hasil yang dapat dicapai oleh
suatu proyek.

Prinsip kesinambungan

Pembangunan vang dilakukan sckarang harus merupakan kelanjutan atau
penyempuimaan dar program yang lain lalu seria berorientast pada sasaran
jangka panjang

. Prinsip swadaya

Pembangunan di Kelurahan harus mampu mendorong masyacakal kearah
swadaya sehingga tidak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah.
Program pemerintah lebib bersifat stimulan dalam membangun Kelurahan,

kecuali pada provek hesar vang herada diluar kemampuan masvarakat




Kelurahan. Tugas pembangunan disini adalah  membangkitkan  dan
meranygsang partisipasi masvaraka.

Kebijaksanaan pembangunan Kelurahan  diarahikan untuk mencapai
twjuan jangka panjang, vaitu meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional
vang schat dan kuat dimana Kelurahan — merupakan suatu pusat ekonomi
terkecil, Untuk mencapai Wwjuan tersebut maka pokok-pokok kebijaksanan
pembangunan Kelurahan adalah :

a  Pembangunan Kelurahan  dikaitkan dengan pembangunan kota-kota dan
sedang, vang dapat mempengaruhi dacrah sekitarnya, baik schagai
pengumpul hasil-basil  produksi dan penyalur kebutuhan — kebutuhan
pokok masyarakatl sehingga dengan demikian pembangunan Kelurahan
merupakan bagian integral dari pembangunan dacrah

b, Pembangunan Kelurahan dilaksanakan dalam keseimbangan kewajiban
vang serasl antar pemerintah dan masyarakal, sehingga pembangunan
Kelurahan perly mengarahkan pembangunan masvarakat Kelurahan
untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemamfatan
hasil serta penilaian hasil-hasiinya. Untuk ite perlu penvempurmaan
sirukiur dan peningkatan aparatur pemeriniah  Kelurahan, dengan
memfungsikan LEMD agar mampu mengajak masyarakat untuk
herpartisipasi dalam memberikan bantuan, bimbingan yang terus menerus

pada pemerintah ¥ elurahan dan masyarakat Kelurahan.

o
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Pembangunan Kelurahan meliputi berbagai aspek kehidupan dan terdiri
berbagai sekior vang saling berkaitan dalam rangka memenuhi kebutuhan
pokok masvarakat Kelurahan,

Pembangunan kelurahan berkaitan dengan perluasan lapangan pekerjoan,
baik disekior Indusiri, perikanan, kelautandan perdagangan maupun
diseklor lainnya.

Dialam menyusun program-program pembangunan Kelurahan  perlu
disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan setempat yang menggerak dan
memamfaatkan sumber dava manusia vang herwawasan lingkungan,
Dalam pembangunan  Kelurahan  perlu lebih memperhatikan daerah-
daerah vang padat penduduknya. Sejalan dengan  pokok —pokok

kebijaksanaan tersebut dengan stratepi-strateyg) sebagai berikut

Mengembangkan dan meningkatkan usaha masvarakat secara terpadu
dibidang peternakan, penkanan serla bidang-hidang lainnya seperti
industri kecil, kerajinan rakyat.

« Pepelitian  wilayah Kelurahan untuk mengetahui potensi masing-
masing wilayah, penyusunan program sccara terpadu vang sesuai
dengan wilayah vang bersangkutan

« Meningkalakan usaha pelaksanaan KB serta melaksanakan

» Peningkatan keterampilan  penduduk, khususnya para pemuda uniuk

mengembangkan kewiraswastaan  di  Kelurahan schagai  kader
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pembangunan Kelurahan, yang dapat mengelola potensi-palensi yang
tersedia.

Meningkatkan usaha penerangan  di Kelurahan  melalui bermacam-
macam media massa untuk mendorong dan mengembangkan motivasi
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
Meningkatkan dan memelihara prasarna  vang diperfukan untuk
menunjang kepialan produkst maupun pemasarannya,
Menyempurnakan struktur  dan  aparatur  pemerintah  Kelurahan
schingea mampu  mengajok  masvarakat  Kelurahan  untuk
berpartisipasi.

Membina wadah partisipasi dan penyalur pendapat masvarakal
Kelurahan, baik dalam bentuk LEMD maupun LMD.

Melaksanakan usaha vang mengarah kepada kelestarian sumber -
sumber alam baik dengan mencegah kerusakan maupun dengan
memperbaiki lingkungan.

Meningkatkan bantuan pembangunan kelurahan,

Melaksanakan pembinaan Unit Ketja Pembangunan Kelurahan
schagai  suatu sistim pembangunan Desa vang menveluruh dan
terpadu.

menumbuhkan  usaha akonomi  masyarakat dalam  rangka

pengembangan Kelurahan.




BAR 1N
GAMBARAN SINGKAT WILAYAH KECAMATAN WAIO
KOTA MAKASSSAR

Sebagaimana diketahui bahwa Kecamatan Wajo adalah S S——
dari 14 Kecamalan di kota Makassar. Kecamatan Wajo scbelum Kota Makassar
mengalami perkembangan seperti saat ini merupakan pusat kota dan menjadi pusat
perekonomian, perdagangan, perindustrian yang terkenal bukan hanya Sulawesi
Sclatan tapi juga dikenal sebagai pusat perdagangan Kawasan Indonesia Bagian
Timur hingga akhirnya dikenal pula sebagai Kota Metropolitan.

Wamun Karena perkembangan Kota Makassar, baik dilihat dani wilayahnya
penduduknya yang semakin padat sebasai akibat urbanisasi yang setiap tahun
semakin memingkalt menghendaki perubahan, pergeseran perluasan kota kesebelah
sclatan dan utara Kota Makassar, maka Kecamatan Wajo seperli yang lerliha
sekarang ini sudah hampir merupakan kota mati. Dimana - mana kelihalan
reruntuhan gedung-pedung tua yang saat ind satu demi satu mulai direnovasi.

Tidak ada maksud, untuk meremehkan Kecamatan Wajo dan kecamatan —
Kecamatan lain. Uraian dialas hanya merupakan ilustrasi untuk menggambarkan
secara singkat bagaimana pentingnya kedudukan Kecamalan Wajo pada awal
kemerdekaan Republik Indonesia dan bagaimana Kecamatan Wajo sekarang imi

khususnva bila dikaitkan dengan partisipasi masyarakatnva dalam menunjang

pembangunan




Sehubungan dengan hal fersebut, wraian pada bab ini akan dikemukakan
mengenal; Keadaan peografisnya, keadaan penduduknya, agama, pendidikan, mata

pencaharian dan yang terakhir pada Bab 1l adalah lembaga partisipasi masyarakat di

Kelurahan.

A. Keadaan Geografis

Seperti vang telah disebutkan diatas bahwa Kecamatan Wajo vang berada
di Kota Makassar merupakan wilayah yang dulunya menjadi pusal kota yang

berbatazan sebelah

Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah.

Timur berbalasan dengan Kecamatan Bontoala.

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang dan,
- Barat berbatasan dengan petabuhan Makassar.

Wilavah Kecamatan Wajo di Kota Makassar memiliki wilayah yang
paling kecil dari 14 Kecamatan di Kola Makassar yang terbagi menjadi &
Kelurahan sebagai berihut @

| Kelurahan Pattunuang dengan luas wilayah 0,187 km’

1)

Kelurahan Ende dengan luas wilayah €,18% km®

Kelurahan Melayu dengan luas wilayah 0,159 km*

Lid

4. Kelurahan Melayu Baru dengan luas wilayah 0,189 km
s Kelurahan Butung dengan luas wilayah 0,187 km’

6. Kelurahan Mampu dengan luas wilayah 0,186 km”
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7. Kelurahan Malimongan Tua dengan luas wilayah 0,187 km’

8. Kelurahan Malimongan dengan luas wilayah 0,187 km?

B. Keadaan Penduduk Agama dan Pendidikan

1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Wajo sekarang ini untuk
seluruh umur = 56.814 orang yang terdiri 28.401 laki-laki 28413 perempuan

untuk lebih jelasnya data mengenai penduduk perkelurahan dapat dilihat pada

tabel berikut
Tabel [11.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Wajo
Kota Makassar

M. Kelurahsn L P Jumiah | Keterangno
| jKelurahan Patiunuanyg 4359 | 4344 8703
2 Kelerahan Ende 2080 4109 TOED
3 [Kelurahan Melayu Baru 3088 2999 G087
4 [Kelurahan Melayu 4146 4185 B33l
5 JKeluraban Bulung 1340 2029 3369
6 |Kelurahan Mampu 3440 1387 6827
7 |Eelurahan Malimongan Tua 5212 3724 E236
% |Kehrahan Malimongan 3836 | 3636 | 7412
Jumlah 28401 28413 S6E14

Sumber data ; Kantor Kecamatan Wajo, 2001
Berdasarkan data tersebut maka Kecamatan Wajo termasuk wilayah
terpadat penduduknya di Kota Makassar dimana setiap km® dihuni oleh
+37.9 ribu jiwa.
Jumlah penduduk dilihat dari umur vang produktif berdasarkan data

yang diperoleh dari Kantor Kecamatan menunjukkan angka yang ama
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potensial unituk menunjang pembangunan yaitu berjumliah + 24.895 jiwa dan

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 111, 2
Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kecamatan Wajo
Kota Makassar
No. Kelurahan 21-25 ) 26-30) 31-35) 36-40 | 41-45] a6-60 |  Keo
| {kelurahan Pattuneang 7 | 801 78 ] 677 | 671 | 3774
2 Jkelurahan Ende 797 § 537 | 534 ] ss0 | sS04 | 3012
3 |Kelurahan Melayu Bary 523 ] 572 | 623 ] 600 | 447 | 2774
4 |Kelurahan Melayy 605 | 653 | 657 | 56 | se3 | 3244
5 fKelurahan Butung 260 | 265 | 266 | 307 | 226 | 1324
6 jKelurghan Mampu 643 | 402 § 517 ) 478 | s00 | 2730
7 |Kelurphan Malimonuean Tua g2 Bao § 987 1 417 Tad | 4351
8 |Kelurahen Mﬂlin'u}nga.n 679 | 727 R0z | R19 | 650 | 3683
Jumiah 5367 | 4907 | 50344 5013 ) 4574 | 249010

Sumber data : Kantor Kecamatian Wajo, 2001

Berdasarkan tabel 111, 2 di atas, bila dibandingkan dengan jumlah
penduduk usia yang dianggap kurang produktif yaitu umur 46 sampai 60 ke
atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Wajo + 24 % dari jumliah penduduk
vang sudah kurang produktif yaitu kurang lebih 13.333 jiwa.

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud penduduk yang kurang
produktif tersebut di atas tidak berarti bahwa tidak bekerja sama sekali tapi
mereka pada umumnya hanya sebagai pengarah terhadap anak-anaknya untuk
berusaha atau menjalankan usaha yang telah dirintis oleh orang tua vang
berusia seperti yang tersebut di ata

2. Agama
Selanjutnya jika penduduk dilihat dari segi agama yang dianut, maka

di Kecamatan Wajo 75% penduduk asli menganul agama kristen dan 25%
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lamnya menganut agama Budha dan Hindu serta Kong Fu Tsu, Sedangkan
warga pendatang atau tinggal untuk waktu tertentu karena kontrak pada
umumnya beragama Islam uniuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ;

Tabel 1L 4
Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Wajo

No.|  Agama Penduduk asli | Penduduk/Kontrak] Jumlah
I Isdam 4540 19289 234818
7 K risten 18040 006 28046
3 Hinsclu 2315 = 2315
4 Budha 2400 G 24640
5 | Rong Fu T 53 14H) 155

Junvlah 8359 28455 SO814

Suinber data - Kantor Kecamatan Wajo, 2001

Jumlah penduduk menurut agama Kecamalan Wajo melihat jumlah
penduduk tersebut dari atas menunjukkan bahwa lebih dan 50% penduduk

yang ada di Kecamatan Wajo adalah warga pendatang atau hanya tinggal

dalam waktu tertentu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat penelitian bahwa
mereka pada umumnya berkegiatan dari pasar seniral dan pelayan - pelayan
toko dari sekitar jalan lrian, Sulawesi dan Musantara dan sebagian lagi

karyawan-karyawan perusahaan swasta dari sekitar Kecamatan Wajo.

3. Pendidikan
Salah satu faklor vang menentukan linggi atau rendahnya partisipasi

masyarakat ialah adanya pemahaman masyarakat akan pentingnya
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pembangunan, sedangkan pemahaman hal tersebut ada kaitannya tinghkal
pendidikan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka pendidikan masyarakat salah sektor
pembangunan yang paling penting dan menjadi perhatian yang utama dan

pertama bagi pemerintah, Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel

berikut :
Tabel I11. 5
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Wajo
M. Urnian Negeri Swasta | Keferangan
i Sckolah Dasar 20 2
2 ELTP 1 &
3 EMu - 5]
4 EME - I
Jaimluh 21 15

Surnber data - Kantor Cabang Dinas P & K Kec. Wajo, 2008

Untuk diwilayah Kecamatan Wajo bila dilihat dari jummlah sekolah
mulai dari Sekolah Dasar, SLTP, dan SLTA sesuai data yang diperoleh pada
saat penelitian menunjukkan pendidikan cukup mendapat perhatian yang

sungzuh-sungguh. Sebagai bukti jumlah Sekolah Dasar Megeri 20 buah, dan 2

{dua) SD Swasta, | SLTP Negeri, 6 SLTP Swasta, dan 1 SMU Swasta.

Sebaliknya dari jumlah sekolah sckolah tersebut di atas jumlah

. 2 ; &
siswanya kurang. Hal ini dapat dilihat dari tabel beriku




Tabel 1IL 6
Jumlah Sekolah Menurut Siswa

Mo. | Jenis Sekolah Negeri | Swasta | Keterangan
1 Sekolah Dasar 2511 1121
2 SLTP 1290 032
3 SMU - 750
4 SMK - 35
Jumlak 3801 JE3R

Sumber data : Cabang Dinas P & K Kecamatan Wajo, 2001

Memperhatikan data tersebut diatas, nampaknya sekolah di Kecamatan
Wajo siswanya sangat kurang. Menurut keterangan yang diperoleh pada saal
penelitian keadaan tersebut tidak disebabkan oleh kurangnya anak usia sekolah
dari Kecamatan Wajo tapi hal tersebut disebabkan karena anak-anak usia sekolah
terbanyak bersekolah diluar Kecamatan Wajo misalnya di Kecamatan Ujung
Pandang dari SDN, Sudirman, SDN. Mangkura, SD. Swasta Athirah dan lain-lain
di sekitar Kecamatan Wajo.

Ketika ditanyakan mengapa hal tersebut terjadi, hal akibat adanya sekolah
unggulan atau sekolah yang dipopulerkan. Orang tua pada umumnya merasa
bahagia dan seolah-olah bangga bila anaknya disebut lulusan sekolah unggulan
walaupun kenyataannya bahwa tidak semua lulusan sekolah populer unggul pada

sekolah lanjutan bahkan mungkin saja ia jauh ketinggalan dibandingkan s

siswa lulusan sekolah yang tidak dipopulerkan.
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C. Mata Pencaharian

Fakt i : gt i
or lain yang dapat mempengaruhi  partisipasi masyarakat 1alah

bagaimana kendisi perekonomian yang dialami masvarakat baik secara kolektif

mMaupun secara perorangan/perkepala keluarga,

Seorang dapat memberikan partisipasi secara maksimal terhadap
pembangunan apabila masyarakat tersebut telah mampu mengatasi permasalahan
keluarganya terutama menyangkut sandang dan pangan.

Kadang seseorang besar keinginannya untuk berpartisipasi seperti yang
dikehendaki oleh pemerintah atau masyarakat pada umumnya, tapi karena ia
sendiri masih terbelenggu oleh masalah keluarga berupa kebutuhan sandang dan
pangan.

Dalam hubungan itu mata pencaharian sangat mempengaruhi tingkat
partisipasi masyarakat, jika dilihat dari mata pencaharian pada umumnya dari
Kecamatan Wajo dapat diharapkan amat besar, karena dari 24893 orang
warganya yang dianggap usia produktif dalam tulisan ini (21-45) tahun, 4320
orang pedagang, 2420 pengusaha, 2900 pemjual atau pelayan toko, 2080
karyawan perusahaan swasta termasuk bank swasta dan karyawan/buruh
pelabuhan, 1013 orang pegawai Negeri 300 orang dan 500 orang lainnya yang

mempunyai pekerjaan tidak tentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 1abel

berikut:




TR Tabel 111, 7
umiah Penduduk Menurut Mgty Pencaharian (Usia Produktif )

No. Mata Pencaharian Jumlah
| Pedagang 4320
2 Pengusaha 2420
3 FcnjuulFF‘_;'I_nym Toko 2900
4 Karyawan Penpusaha 2080
3 Pegawm Nnﬁ 300
b Karvawan/Bunuh Pelab. 013
7 Tidak Tentu 500
Jumiah 13533

Sumber data ; Kantor Canat Wajo, 2001

Memperhatikan tabel di atas bila dikaitkan dengan informasi dari
beberapa pihak terutama para Lurah menyatakan bahwa partisipasi
masyarakat dari wilayah Kecamatan Wajo baik sekali, terbukti pada saat
mengadakan kegiatan yang diprakarsai oleh Lurah setempat, masyarakat
sangat antusias membantu baik material, maupun sumbangan lainnya
misalnya pikiran dan tenaga,

Hal tersebut dapat dipahami karena warga masyarakal Kecamatan
Wajo termasuk telah sejahtera. Hal tersebut mungkin disebabkan karena
Kecamatan Wajo termasuk pusat perdagangan Indonesia Kawasan timur,

pusat perbelanjaan terhesar dari Sulawesi Selatan.
Perlu dikemukakan dalam tulisan ini bahwa tidaklah berarti penduduk
usia dibawah 21 tahun dan diatas 45 tahun dari Kecamatan Wajo tidak punya

pekerjaan. Penulis yakin bahwa diantara mereka ada pengusaha, namun
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karena tidak ;
k ada data terinci maka penduduk usia tersebut dari atas dalam

hubungannya dengan mata pencaharian tidak dicantumkan,

. Kelembagaan Kelurahag

Kelurahan  adalah wilayah kerja Lurah sehagai peranskatl pemerintah
daerah yang ferendah langsung dibawah Kecamatan sebagaimana yang
dikemukakan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah.

Lurah  sebagai perangkat pemerintah dacrah mempunyai tugas
melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk terlaksananya tugas Lurah dengan efektf dan efisien, maka dari
Kelurahan dikenal adanya beberapa lembaga sebapai wadah kerjasama untuk
merumuskan baik masalah pemerintah pembangunan maupun kesejahteraan
sosial, Wadah tersebut dikenal dengan kantor Lurah sebagai tempat kegiatan baik
secara administratif  (ketatausahaan) sekaligus sebagai tempat merumuskan
kebijakan pemerintah secara oprasional.

Untuk menyatukan  kekuatan  masyarakat berpartisipasi  dalam
pembangunan, maka dari Kelurahan  dikenal pula suatu lembaga sebagai
penghimpun potensi yang ada dalam Kelurahan untuk menunjang pembangunan

dari Kelurahan . Lembaga terscbut dikenal dengan istilah-istilah Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)




1. Kantor lurah

Bantor Lurah dipimpin oleh scorang Lurah scbagai perangkat

pemenntah daerah yang lerendah langsung dibawah Camat, Tugas Lurah

adalah  menyelenggarakan  urusan pemerintahan, pembangunan  dan
kesejahteraan rakvat dalam wilayah kerjanya dengan bantuan dan bimbingan
dari Camat.

Selain itu Lurah juga bertanggung jawab terhadap pembinaan
ketertiban dan ketentraman masyarakat dari wilayahnya.

Berdasarkan Perda Kota Makassar Tahun 200
Nomor : 16/DPRD/XII2000, tanggal 23 Desember 2000 susunan organisasi
pemerintah kelurahan terdiri dari kepala Kelurahan atau disebut Lurah,
Sekertaris Lurah, Kepala seksi pemerintah, Kepala seksi pembangunan dan
Kepala seksi kesejahteraan rakyat, serta ada petugas fungsional yaitu Binmas,
Babinsa dan PPLKB.

a. Lurah

- Merencanakan teknis operasional segala kepiatan pemerintah,
pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Mengkoordinir pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kesejateraan
masyarakat dalam wilayahnya.

Mengevaluasi hasil pelaksanaan pemerintah pembangunan  dan

kesejateraan masyarakat

Membina ketentraman seria ketertiban masyarakat,
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i 'D l F - &
alam menjalankan fungsinnya Lurah bertangeung jawab langsung
kepada Camat.

b. Sekertaris Lurah

Sekertaris Lurah adalah staff pembantu Lurah dalam melaksanakan
administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan,

Sekertaris Lurah mempunyai tugas:

- Malaksanakan surat menyurat, mengurus kearsipan dan laporan,

Melaksanakan urusan keuangan
- Melaksanakan administrasi urusan Pemerintah, pembangunan dan
Kemasyarakatan.
c. Kepala seksi Pemerintah
Kepala seksi pemerintah adalah staff dan unsur pembantu Lurah
dalam Menjalankan tugas pemerintah dan dalam menjalankan tugas —tugas
kepala seksi pemerintah bertanggung jawab langsung kepada lurah.
Tugas kepala seksi pemerintah sebagai berikut:
- Mengumpulkan data dari masyarakat melalui ketua RT menyangkut

jumlah penduduk dan segala usia

Mendata warga untuk dibuatkan kartu penduduk dan kartu rumah tangga

- Menagih pajak dari masyarakat jika ada pajak yang tertunggak

d. Kepala seksi Pembangunan

Kepala seksi pembangunan bertugas juga dalam pembinaan kepada

masyarakat dalam hal-hal sebagai berikut ©
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Dasiplin dalam mmemlihara ketertiban
- Memeli i
elihara kesimbangan lingkungan hidup termasuk  penataan
lingkungan
- Pembinaan generasi mudg melalui kegiatan oleh raga, karang taruna dan

lain-fain,
Pembinaan kesadaran masyarakat melalui kegiatan — pembuatan
penataran P4 untuk pembinaan agama,
Kepala seksi kesejahteraan rakyat
kepala seksi kesejahteraan rakyat adalah unsur pembantu Lurah
dalam menjalankan tugas khususnya pada urusan kesejahteraan masyarakat
secara umum misalnya pemberian bantuan pengadaan air bersih, seperti
sumur-sumur umum bagi masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih,
Tugas dan pada kepala seksi kesejahteraan rakyat meliputi hal-hal
sebagal berikut
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan
lahan pekarangan untuk apotik rumah tangpa bekera sama dengan

PEE.

Bekerjasama dengan kelompok PKK untuk menyuseskan 10 program

pokok PKK.

- Adapun susunan oTganisasi kelurahan dapat dilihat pada halaman

lampiran.
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2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan

Lembaga kelurahan masyarakat Desa atau ditingkat { LKMD )

merupakan penyempurnaan dari pada | embaga Sosial Desa ( LSD ) setelah
adanya Undang - undang No. 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan
peningkatan fungsi LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat ( LKMD ).

Pada awalnya Lembaga Sosial ( LSD ) hanya difokuskan pada
peningkatan pembangunan sosial ekonomi saja. Setelah berkembang menjadi
LEMD maka sasarannya telah meliputi seluruh aspek politik, ekonomi, sosial
dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

LKMD merupakan wadah yang wempunyai seluruh aspiras,
partisipasi dan peranan masyarakat dalam membangun, Lembaga Ketahanan
Masyarakat membantu lurah  dibidang perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan serta menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk
melaksanakan pembangunan secara terpadu. Usaha tersebut dilakukan melalui
berbagai kegiatan pembangunan dari pemerintah maupun swadaya gotong

royong masyarakat. Selain itu juga bertugas menumbuhkan kondisi dinamis

masyarakat dalam rangkamengembangkan ketahan masyarakat dari kelurahan.
Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah sebagai

bernkut :

1. Sebagai wadah partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan.
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Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan

pancasila,

Menggali dan memanfaatkan semua potensi serta menggerakkan swadaya

gotong royong masyarakat untuk pembangunan.

. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat seria warga

masyarakat itu sendin.

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

6. Membuna dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.

7. Meningkatkan peranan wanita dan mewujudkan keluarga sejahtera,

8. Membina kerja sama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk
pembangunan.

9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah
kelurahan untuk menciptakan ketahanan masyarakat yang mantap.

Susunan organisasi LKMD terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, dan

Ketua 11, Sekretaris dan Bendahara dan sepuluh seksi. Ketua Umum dijabat

oleh Lurah, Ketua [ adalah di jabat oleh warga masyarakat atau tokoh

masyarakat yang dipilih dalam musyawarah, Ketua Il adalah Ketua PKK di

jabal oleh istri Lurah.

Adapun seksi-seksi LKMD terdiri dari :

e

Secksi Agama

Seksi Pemberdayaan P4

L

Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Led
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4. Seksi Pendidikan dan Penerangan

3. Seksi Lingkungan Hidup

Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi
7. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB

8. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian

9. Seksi Kesejahteraan Sosial

10. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi LKMD dapat
dilihat pada lampiran,
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada Bab 1II telah divraikan mengenai gambaran umum lokasi penclitian
meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, agama, pendidikan, kesehatan dan
mata pencaharian, dan kelembagaan desa, selanjutnya pada Bab 1V ini akan diuraikan

beberapa pembahasan dari beberapa penelitian yang meliputi:

A. Usaha Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan pembangunan Kelurahan di lakukan oleh pemerintah dan
masyarakat di tentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat. Namun
partisipasi masyarakat tidak datang dengan sendirinya tapi harus terus di
tumbuhkan dan di beri dorongan.

Uniuk ity peran pemerintah dalam memberikan dorpngan  yang
tujuannya uniuk lebih mengarahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakal
perfu terus di fingkatkan untuk mempercepat pertumbuhan  masyarakat/
Kelurahan.

Usaha atau dorongan dari pemerintah dapat di lakukan dalam berbagai
hal, sebagai berikut
1. Pemberian penyuluhan/penerangan
9 pemberian pengarahan
3. Pemberian bantuan atau bantuan

4. Pemberian bantuan afau fasihitas

i ——
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5. Pemberian penghargaan/pujian
6. Penyelenggaraan perlombaan
7. Pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan.

Ketujuh bentuk usaha atau dorongan dari pemrintah tersebut, penulis
uraikan melalui serangkaian penelitian untuk melihat tingkat stimulasi
pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kelurahan  sebelum dan sesudah berlangsungnya krisis ekonomi untuk jangka
waktu lima tahun terakhir di Kecamatan Wajo.

I. Tingkat pemberian penyuluhan/penerangan

Pemberian penyuluhan/penerangan merupakan salah satu program
dari  pemerintah  dalam  pembangunan Kelurahan.  Pemberian
penyuluhan/penerangan dari pemerintah sangat diperiukan dalam rangka
memberi pengeraluan dan pengertian kepada masyarakat tentang arti dan
mamfaat dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemberian
penyuluhan/penerangan dilakukan dengan mengundang masyarakat secara
keseluruhan atau hanya kelompok-kelompok tertentu dan bahkan biasanya

dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk. Kebersihan dari

penyuluhan atau penerangan berkaitan dengan  kualitas
penyuluhan/penerangan sehingga masyarakat dapat mencerna apa yang

menjadi tujuan atau keinginan dari penyuluh.
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Gambaran tentang tingkat pemberian penyuluhan/penerangan dari
pemerintah tentang pembangunan di Kecamatan Wajo scbelum dan selama

krisis ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

; Tabel 1V.1
Tingkat Pemberian Penyuluhan/Penerangan dari Pemerintah
Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Dalam 5 tahun Terakhir

N=00 dan N=96
Tingkat Pemberian - co .| Selama Krisis
Penyuluhan/Penerangan Sebelum Krisis Ekonomi Ekonomi
F P(%a) F P(%a)
Sering sekali | 1,11 ! 1,04
Sering 45 50,00 5 5,21
Kadang-kadang 3l 3445 21 21,88
Tidak pernal 13 14,14 69 71,87
Jumlah 90 100 96 100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat gambaran bahwa sebelum krisis
ekonomi sebagian besar responden mendapatkan penyuluhan/penerangan dari
pemerintah walaupun besar responden intensitasnya berbeda-beda. Dari 77
orang responden, sebanyak 45 orang (50%) sering mendapatkan penyuluhan
dari pemerintah, hal ini sangal mendukung pelaksanan pembangunan sehingga
mereka sadar dan berani untuk melaksanakan pembangunan unfuk
kepentingan Kelurahannya sendiri, sebanyak 11 orang (34,45%) responden
kadang-kadang mendapatkan penyuluhan/penerangan dari pemerintah,
sebanyak |1 OTang (1,11%) responden yang SEnng mendapatkan
penyuluhan/penerangan dan sisanya 13 orang (14,14%) responden yang tidak

pernah  sekall mendapatkan penyuluhan/penerangan dari pemerintah,
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Responden  vang  menjawab  tidak  pernah  mendapatkan

penyuluhan/penerangan mengemukakan alasan bahwa mereka tidak pernah
diundang untuk menghadiri acara tersebut dan beberapa responden menjawab
malas mengikuti acara penyuluhan/penerangan pemerintah.

Tingkat pemberian penyuluhan/penerangan oleh pemerintah setelah
diskor mencapai rata-rata 2,38 maka berdasarkan kategori skor dalam
penelitian ini dapat dikategorikan sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi tingkat ~pemberian
penyuluhan/pencrangan dari pemerintah menpalami penurunan yang amat
tajam, sebanyak 69 orang (71,87%) responden tidak pernah lagi mendapatkan
penyuluhan/pensrangan. Dari yang mendapatkan penyuluhan/penerangan, 1
orang ( 1,04%) responden sering sekali mendapatkan penyuluhan/penerangan,
sebanyak 5 orang (5.21%) responden sering mendapatkan penyuluhan dan
penerangan dan sebanyak 21 orang (2,88%) kadang-kadang mendapat
penyuluhan/penerangan dari pemerintah, Apabila diskor tingkat pemberian
penyuluhan/penerangan dari pemerintah selama krisis mencapai rata-rata 1,33
maduk kedalam kategori rendah.

Padahal pada masa krisis ini pemerintah perlu secara aktif

elenggarakan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat mengmgat
meny

kondisi masyarakal Yyang mengalami goncangan akibat krisis sehingga
ondi

' i hasi ancara yan
otomatis dalam partisipasi mengalami penurunan. Dari hasil waw yang

' - i ju 1 ] .|




menyel arakan
cngg penyuluban f Penerangan, kegiatan ini jarang diadakan
lagi.
1. Tingkat pemberian pengarahan

Pemberian pengarahan dari pemerintah merupakan salah satu bentuk
stinulasi yang penting dalam proses pembangunan. Sebelum suatu program
pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu perlu diberikan agar dalam
pelaksanaanya betul-betul terarah dan terhindar dari hal-hal vanyg tidak sesuai
dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya, Selain i pengarahan juga
diperlukan pguna membantu masyarakat Kelurahan memprogram sendiri
pembangunan berikutnya. Untuk itu diperlukan kualitas komunikasi yang
baik, jelas dan betul-betul terarah, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat
terwujud.

Untuk melihat tingkat pemberian pengarahan oleh pemerintah
sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di Kecamatan Wajo dalam
jangka waktu lima tahun terakhir sebelum dan selama krisis ekonomi

berlangsung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel TV.2 -
Tingkat Pemberian Penga rahan oleh Pemerinta ,
Sebelum E& Selama Krisis Ekonomi Dalam 5 tahun Terakhir

N=00 dan N=96 isi
. .| Selama Krisis
Tingkat Pemberian | g.p.jym Krisis Ekonomi Ekonomi
h

Pengarahan 2 P(%%) F P(%)

_ . 1 L1l 1 1,04
Sering sekali —t— 45,56 5 5,21
Sering ___..———3-5-_' 35:55 17 I?J]
K.adang-kadang T3 17.78 73 76,04
Tidak pemah = 100 96 | 10

Tumlah i
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Dari tabel di i
L atas dapat dilihat bahwa sebanyak 74 orang (82,22%)

mendapat pengarahan dari pemerintah walaupun tingkatiya berbeda-beda,
eban 2
sebanyak 1 orang (1,11%) sering sekali mendapatkan pengarahan dari

pemerintah, responden yang sering mendapatkan pengarahan sebanyak 41

orang (43,56%), sebanyak 32 orang (35,56%) kadang—kadang mendapatkan

pengarahan dari pemerintah sebelum pelaksanaan pembangunan dan sisanya
sebanyak 16 orang (17,78%) yang tidak pernah mendapatkan pengarahan dari
pemerintah, apabila diberi skor mencapai rata-raia 2.3 sehingga dikategorikan
sedang,

Selama berlangsungnya krisis ekonomi sebanyak 23 orang responden
yang mendapatkan pengarahan sebelum pelaksanaan pembangunan, ini
menunjukkan penurunan tiga kali lipat dibanding sebelum krisis ekonomi.
Dari responden yang mendapatkan pengarahan sebanyak 1 orang (1,04%)
yang sering sekali mendapatkan pengarahan sebanyak 73 orang (76,04%) atau
mengalami peningkatan lebih empat kali lipat. Dimasa krisis ekonomi
berlangsung tingakat pengarahan pemerintah mencapai rata-rata 1 .31 sehingga
masuk dalam kategori rendah.

. Tingkat pemberian bimbingan/pembinaan

bemberian bimbingan/pembinaan yang merupakan bagian - dari

stimulasi pemerintah dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-

kelompok kerja dalam masyarakat seperti kelompok b, KNG TR0,

dasawisma dan lain-lain, kemudian kelompok-kelompok feracbut diberikan
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pendidikan dan kete '
Tampilan dengan maksud memberi rangsangan agar

pelaksanaan pem : .
pembangunan disegala bidang dapat terwujud, dengan demikian

akan dapat mem ki i
perbaiki dan mempertinggi nilai kehidupan dan penghidupan
keluarga, sehingga dapat memberika rasa kepuasan pada kehidupan dan

b : :
penghidupan serta bisa menyesuaikan dengan arah tujuan pembangunan,

Dengan adanya bimbingan tersebuy akan menimbulkan kreatifitas didalam

masyarakat yang nantinya  akan menimbulkan  kesadaran  untuk
menyumbangkan hasil karyanya untuk pembangunan Kelurahan
Gambaran mengenai tingkal pemberian timbingan/pembinaan oleh
pemerintah di Kecamatan Wajo sebelum dan selama berlangsungnya krisis
ekonomi dalam jangka waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel V.3

Tingkat Pemberian Bimbingan /Pembinaan oleh Pemerintah
Schelum dan Selama Krisis Dalam S tahun Terakhir.

N=30 dan N=96
Tingkat Pemberian| Sebelum Krisis Ekonomi | Selama Krisis Ekonomi
Pengarahan F P{%) K P(%)
Sering sekali I 1,11 - -
Sering 56 62,22 11 11,46
Kadang-kadan 26 28,89 21 21 -EE_
Tidak permnah 7 7,78 64 66,66
Jumiah 90 100 96 100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001
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sebanyak 21
orang  (21,88%) Yang  kadang-kadang mendapat

bimbin ' i
gan/pembinaan dan tidak adg respanden yang sering sekali mendapat

bimbingan/pembinaan sebanyak 64 orang (66,66%) atau mengalami kenaikan
yang  sangat tinggl. Nilai raterata  skor tingkat  pemberian
pembinaan/bimbingan yaitu 1,45 sehingga masuk dalam kategori rendah.
Rendahnya tingkat pemberian bimbingan/pembinaan oleh pemerintah
disebabkan karena tidak berfungsinya kelompok-kelompok kerja yang
dibentuk oleh pemerintah bersama dengan masyarakat,

4. Tingkat pemberian bantuan/fasilitas

Dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan, pembangunan proyek
sarana dan prasarana sebagai indikasi campur tangan pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan sluatu kewajiban yang
tidak bisa diabaikan, karena uluran tangan pemerintah imlah merupakan
pembuka jalan bagi pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Disamping
proyek s;mm dan prasarana yang dibangun pemerintah terdapat pula proyek
sarana dan prasarana yang dibangun oleh swadaya masyarakat, seperti

pembangunan masjid, lapangan aleh raga dan lain-lainnya. Terkadang dalam

pelaksanaan pembangunan tersebut masyarakat memberikan bantuan dan atau

: -
fasilitas untuk memperlancar dan mempercepat pembangunan dari hasi

swadaya masyarakat tersebul.

Scperti halnya di Kecamatan Wajo, beberapa pembangunat hainangl

; kurangnya atau fidak
lami kendala karena
swaya masyarakal menga

TUE
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mencukupi -
Piya dana yang ada seperti masjid, untuk itu pemerintah

berkewajiban membantu masyaraka untuk mencukupi biaya pembangunan
tersebut. Untuk melihat sejaunh sampai sgjauh mana pemerintah membantu
dalam pemberian dana/fasilijas terhadap pembangunan proyek dari hasil
swadaya masyarakat sebelum dan selama krisis dalam lima tahun terakhir ini

dapat dilihat pada tabel berikut ini -

Tabel V.4
Tingkat Pemberian Bantuan Dana (Fasilitas olech Pemerintah
Sebelum dan Selama Krisis Dalam 5 tahun Terakhir

M=490 dan M="1%
Tingkat Pemberiun " 5 Giduma Krsis
H-:nt:u Dann/Fasilitos etyehiny Trils Ekoau Ekanami

abeh Pemerintah —F Pi%) F P{%)
Sermy schali 16 2588 = 5
Serin & 6,67 = =
Fodang-kadang i 3233 12 12.50
Tidak parmnh i4 26,67 £k AAS
Tidak taba i4 1556 A% 31405

Jiemnink af 1EHy Ty 10

Sumsher : Hasil Analisa Dats Privacr, 2U6H

Pada tabel IV 4 terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi pemberian

bantuan dana/fasilitas oleh pemerintah dalam menutupi kekurangan dan

terhadap suatu sarana dan prasarana yang dibangun atau swadaya masyarakat

sebanyak 26 orang { 28,88 % ) responden yang menjawab bahwa pemerintah

memberikan banfuan dana/fasilitas, sebanyak & orang (6,67%) yang menjawab

iawab pemerintah kadang-
sering dan sebanyak 20 orang ( 22,24 %) yang menjawab p

kadang memberikan bantuan/fasilitas dan 24 orang { 15,56 % ) responden
a

tentang tingkat pemberian bantuan

menjawab tidak tahu, Setelah diskor




dalam kategori rendah.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi sebanyak 12 orang (12,50%)
responden yang menjawab kadang-kadang pemerintah memberikan bantuan
dana/fasilitas, sabnyak 35 orang (36,45%) yang menjawab pemerintah tidak
pernah memberikan bantuan dana/fasilitas dan sisanya 49 orang (51,05%)
responden yang menjawab tidak tahu. Apabila diskor mengenai tingkat
pemberian bantuan dana/fasilitas  selama berlangsungnya krisis ekonomi
mencapai rata-rata skor 0,61 schingga masuk dalam kategori rendah.

Rendahnya pemberian bantuan dana/fasilitas oleh pemerintah
menunjukkan balwa pemerintah kurang memperhatikan pembangunan yang
dikerjakan atas swadaya masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa
pemerintah kurang memotivasi dan mewadahi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proyek pembangunan atas swadaya masyarakat
berikutmya.

5, Tingkat penyelenggaraan perlombaan
Adanya perlombaan di Kelurahan dan perlombaan-lombaan yang lain

diperlukan pula oleh masyarakat maupun pemerintah, karena perlombaan -

perlombaan tersebut dapat dipakai sebagai umpan balik dari keduanya untuk

mengukur keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan. Adanya pesiombaan-

perlombaan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat untuk bahu

membahu atas kerjasama memperbaiki atay membangun Kelurahannya
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sehingga dapat menjadi yang terbaik diantara Kelurahan -Kelurahan lainnya.
Untuk melihat tingkat penyelenggaraan perlombaan di Kecamatan Wajo

sebelum dan sesudah krisis ekonomi dalam lima tahun terakhir dapat dilihat

pada tabel berikut i :

Tabel 1V.5
Tingkat Penyelenggaraan Perlombaan Oleh Pemerintah
Sebelumnya dan Selama Krisis ekonomi dalam Jangka Waktu
5 Tahun Terakhir

N=00 dan N=96

Tingkat Penyelenggaraan Sebelum Krisis Ekonomi Selama Krisis
perlombaan F P(%) F P(")

Sering sekali 1 1,11 - -

Sering 73 81,12 7 7.9

Kadang-kadang 13 14,44 34 35,42

Tidak pernah 3 3,33 45 57,92

Jumiah i 104 06 104D

Sumber - Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi sebanyak 87
arang (96,67%) responden menjawab bahwa ;:n-crnal-l diadakan perlombaan
aleh pemerintah schanyak | orang (1,11%) menjawab sangal sering diadakan
peﬂﬂm‘-lman, sehanyak 73 Orang (81,12%) yang menjawab sering dan
gebanyak 13 orang (14,44%) yang menjawab kadang-kadang,. Sedangkan yang
menjawab tidak pernah diadakan perlombaan oleh pemerintah sebanyak 3
orang (3,33%). Adapun jenisnya-jenis perlombaan yang diadakan menurut
nden adalah lomba kebersihan antar Kelurahan dan lomba olah raga.

Tespo
Apabila digkor tentang tingkat penyelenggaraan perlombaan yang diadakan
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oleh pemerintah mencapai rata-rata skor 2.8 sehingza masuk dalam kategori
sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi tingkat penyelenggaraan
perlombaan mengalami penurunan, sebanyak 41 responden yang menjawab
pernah diadakan perlombaan vang terdiri dari sebanyak 7 orang yang
mengatakan sering diadakan perlombazn dan sebanyak 34 orang (34%) yang
mengatakan kadang-kadang, sedangkan yang menjawab tidak pernah
diadakan perlombaan sebanyak 55 orang (57,29%). Apabila di skor tingkal
penyelenggaraan perlombaan oleh pemerintah selama berlangsungnya krisis
ckonomi mencapai rata-rata 1,5 sehingga dikategorikan rendah.

Dalam krisis ekonomi penyelenggaraan perlombaan  sangat
diperiukan guna menggairahkan kembali partisipasi masyarakal yang sedang
terpuruk akibat krisis, juga sebagai sarana hiburan bagi masyarakat .

. Tingkat pemberian penghargaan/pujian

Pemberian penghargaan/pujian merupakan salah satu dari upaya
pemerintah untuk memotivasi masyarakat dalam upaya melihat sampai sejauh
mana keberhasilan dari pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan di
Kelurahan tersebut. Pemberian penghargaan/pujian dapat mendorong atau
penggerak masyarakat untuk menghsilkan karya-karya yang terbaik yang
mereka mampu berikan dan sumbangkan untuk kemajuan di Kelurahannya,

Dengan pemberian pﬂ.]gha:gaam’pujian terscbut dapat merangsang atau
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memotivasi masyarakat untuk berkarya lebih baik karena mereka merasa
diperhatikan dan diberi dorongan oleh pemerintah.

Untuk melihat sejaub mana tingkat pemberian penghargaan/pujian
oleh pemerintah terhadap masyarakat di Kecamatan Wajo sebelum dan selama
berlangsungnya krisis ekonomi dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

| Tabel 1V.6
Tingkat Penghargaan/Pujian olch Pemerintah Sehelum dan
Selama Krisis Ekonomi dalam 5 Tahun terakhir.

N=90 dan N=96
Tingkat Pemberian | Sebelum Krisis Ekonomi |Selama Krisis Ekonomi
Engh.nrgn ﬂl:h"ﬂljill'l ¥ P{%) F P{%e)
Sering sckali 1 111 - -
Senng 73 81,12 7 7.29
Kadang-kadang 13 14,44 34 35,42
Tidak pernah 3 133 55 57,29
Jumiah | 90 100 9% 100

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dari tabel IV.6 dapat dilihat bahwa sebanyak 87 orang (96,67%)
responden  yang menjawab  bahwa pemerintah memberikan
penghargaan/pujian kepada masyarakat yang terdiri dari sebanyak 1 orang
{1,11%0) yang menjawab sangat gering. Sebanyak 73 orang (81,12%) yang
menjawab Sering dan sebanyak 13 orang (14,44%) yvang menjawab kadang-
kadang, sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 3 orang(3,33%). Adapun
bentuk penghargaah yang diberikan menurut responden berupa piala dan

uang, sptelah di skor mengenai Tingkat pemberian p&nghargaampujian oleh




pemerintah mencapai rata-rata skor 2,64 sehingga masuk dalam kategori
sedang.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi sebanyak 41 orang (42,71%)
responden  yang  menjawab  bahwa  pemerintah  memberikan
penghargaan/pujian yang terdiri dari sebanyak 7 orang (7,29%) yang
menjawab sering dan sebanyak 34 orang (35,42%) yang menjawab kadang-
kadang sedangkan yang menjawab kalau pemerintah tidak pernah
memberikan penghargaan/pujian scbanyak 55 orang (57,29%) apabila skor
tingkat pemberian  penghargaan/pujian olch  pemerintah  selama
berlangsungnya krisis ekonomi mencapai rata-rala skor 1,38 schingga masuk
dalam kategori rendah.

Rendahnya tingkat —pemberian penghargaan/pujian  selama
herlangsungnya Krisis ekonomi disebabkan tidak pernah lagi diadakan
perlombaan-perlombaan baik antar Kelurahan maupun antr Kecamatan,
padahal ini sangat mendukung dalam rangka memotivasi masyarakat dalam
kegiatan pembangunan.

. Tingkat pelibatan masya rakat dalam proyek pembangunan

Penggunaan biaya pembangunan yang berasal dari pemerintah
maupun dari swadaya gotong royong masyarakat perly dijelaskan kepada
masyarakat atau melibatkan masyarakat secara langsung dalam penggunaan
biaya/dana pembangunan dan dalam penenruan jenis-jenis proyek yang akan

dilaksanakan dengan menggunakan dana pembangunan tersebut, Sehingga
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dengan adanya kejelasan penggunaan dana dan jenis proyek yang akal
dilaksanakan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada
lembaga pelaksana pembangunan fisik dan non fisik. Untuk melihat sampai
sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam proyek pembangunan
di Kecamatan Wajo sebelum dan selama berlangsungnya krisis dalam lima
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1V.7

Tingkat Pelibatan Masyarakat dalam Proyck yang Dilaksanakan
Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi dalam 5 Tahun Terakhir

=00 dan N=59&

Tinghat Pelibatan Masyarakat | Scbelum K rishs Ehononi | Sclamn Krisis Ekonomi
dalam Proyelk Pembangunan ¥ P %) E P %)

Sering sekall 2 3y ¥4 [ 1.04

Sening 21 23 34 g 8,38

Kadanj:-kadang l 1 2 2,08

Tidak pernah 66 73,33 84 87.5

Jumiah 00 100 b 11 10

Sumber - Hasil Analsa Data Primer, 2001
Dari tabel 1V,7 terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi berlangsung
sebanyak 24 orang (26,67%) responden yang menjawab bahwa mereka
dilibatkan oleh pemerintah dalam proyek yang akan dilaksanakan maupun
dalam mengalokasikan dana-dana pembangunan dan yang tidak pernah dalam
dilibatkan dalam proyek pembangunan sebanyak 66 orang (73,33%). Dari 24
orang yang dilibatkan oleh pemerintah sebanyak 2 orang (2,22%) responden
yang sering sekali dilibatkan oleh pemerintah, sebanyak 21 orang (23,34%)
yang sering dan scbanyak 1 orang ( 1,11%) yang kadanp-kadang dilibatkan

dalam proyek pembangunan. Sedangkan, Apabila di skar tentang tingkat




B. Tingkat Partispasi Masyarakat

libatan oleh .
pe Pemenintah sefamg berlangsungnya krisis ekonomi —

rata-rata 1,54 sehingga masyk kategori rendah

yang
DRk ol ooy pembangunan mengalami penurunan vaitu sebanyak 12

orang (12,50%) dari yang dilibatkan tersebut sebanyak 1 orang (1,04%) vang
sering sekali, sebanyak 9 orang (9,38%) yang sering dan sabanyak 2 orang
(2,08) yang kadang-kadang sedangkan yang tidak pemah dilibatkan oleh
pemerintah sebanyak 84 orang (87,50%). Apabila diskor mengenai tingkat
pelibatan masyarakat dalam proyck pembangunan mencapai rata-rata skor
1,24 atau masuk dalam katcgori rendah.

Rendahnya tingkat pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan
menunjukkan pemerintah kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat
dalam pembangunan schingga akan menyebabkan masyarakal merasa
diabaikan sehingga partisipasinya dalam pembangunan juga akan menurun.

Setelah menganalisa secara keseluruhan tingkat stimulasi pemerintah

dengan menskor secard keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa sebelum

mi tingkat stimulasi pemerintah dﬂlam menggerakkan partisipast

rendah. Sedangkan selama

krisis ekono

masyarakat dalam pembangunan dapat dikatkan

1 diskor secara keseluruhan dapat
1515 kﬂﬂuml Eﬂlﬂlﬂh 1
berlangsungnya krisis €
L.

dikatakan rendah.

Dalam Pembangunan Kelurahan di

Kecamatan Wajo Kota Makassar

mamrhodels BF

TR

2 == e B

ol

e, o e - T W
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Penelitian i
tentang hubungan  stimulasi pemerintah  dan

isipasi
pariisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan di Kecamatan

Wajo
menggunakan sampel

alau responden sebanyak 96 orang. Secara terperinci

identitas responden mencakup tempat tinggal, lama tinggal, umur, pekerjaan,

agama dan pendidikan terakhir.

Tabel 1V, §
Responden Menurut Pendidikan dan Tempat Tinggal
Tempat Tinggal
Pendidikan K Malmongan T K. Faio j%a g Total %
Tua
Tdk pernan sekolan/ |17 (17.70) | 13(13.54) | 2202202 | 52 (54.17)
Tdk tamat SD 45,95 5417 66,86 -
Tamat 5D 5 (5,21) 5 {5,21) 6 (6,25) 16 (16,67)
13,52 20,83 17,14 -
Tamat SLTP 3(3,13) 4 (4,17) 2 (2,08) @ (9,38)
8,18 16,67 517 -
Tamat SLTA 9(8,38) 1(1.04) 4 (4,17) 14 (14,58)
24 32 417 11,43 A
Sarjana 33,13 1{1,04) 1(1.04) 5(5,21)
8,11 417 288 . —
24 (25 35 (38,46) 96 {1
Jumiah a7 {135653: 1éu ] e o

Sumber ; Hasil analisa Data Primer, 2001

Pada tabel 1V, § tentang keadaan responden menurut tempat tinggal
dan pendidikan terlihat bahwa responden paling banyak bertempat tinggal di

Kelurahan Pattunuang yaitu 3%.54 % merupakan Kelurahan yang paling

banyak penduduknya di K ecamatan Wajo disusul Kelurahan Malimongan Tua

sebesar 36,46% dan Kelurahan Melayu yaitu 25%.

Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan responden, yang paling
21mi

' 7% disusul
ak tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD yaitu 54.1
bany

b, SR S SN, T
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kemudian yan '
YANE tamat 8D yaitu 16,67 dan yang paling sedikit adalah

responden yang berpendidikan Sarjana yaitu sebesar 5,21% rendahnya tingkat

pendidikan disebabkan karena yang jadi responden memang kebamyakan

mur lebi X i ' idi
berumur lebih 30 tahun keatas dj mana pada saat itu kesadaran pendidikan

masyarakat masih rendah

Tabel IV.9
Responden Menurut Lama Ti ngeal
Lama tinggal Frehucnosi Presentase (o)
Sebelum Movember 1997
|{Kondisi sebelum kriss ekonomi) 90 o3 7%

Sejak Movember 1997 s/d Agusius 1999
(Kondisi selama kriss ekonomi) & 6,25

Jumlzh i [[u4]
Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Tabel I'V. 10
Responden Menurut Umar

LImnur Frekuensi Presentase (%)
<= 30 labun :? ;;_3;33
36 - 39 tahun p e
40 - 49 tahun i I‘II'FI
50 tahun ke atas 16{1

Jumlah 96
Surnber - Hasil Analisa Data Primez, 2001

Pada tabel IV, 9 tentang lama tinggal responden, karena penelitian ini

berhubungan dengan krisis dan selama berJangsungnya krisis, responden yang
=1

(il 1
tinggal sebelum krisis yaitu sebelum November 93,75 persen dan yang g

151 1 %,
selama berlangsungnya krisis ekonorm sehesar 6,23

Pada tabel IV. 10 tentang keada

40 sampai 49 1ahun, 5¢
responden yang paling

an responden menurul UMur bahwa

hesar 45,83 %




69

responden yang berumur 50

!:::Emmllt Elﬂ TH]‘HU'! SEbEEﬂI 3133!.-""

Dilihat dari ymyy responden sebagian besar adalah usia produktif

dengan begitu diharapkan partisipasinya tinggi dalam kegiatan pembangunan.

Tabel 1V, 11
Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan Frekuensi Prosentase (%)
Pedagang / Pengusaha 47 48,06
Pelaut 13 13,54
Pegawal nageri " 11.48
Pegawai swasta g 9.38
Pensiunan 5 5.21
Lain - lain 11 11.46
Sumish 95 37.51

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, 2001

Dan tabel V.11 tentang keadaan responden berdasarkan pekerjaan
maka jumlah responden yang paling banyak adalah pedagang/pengusaha
sebanyak 47 orang (48,95 %) berikutnya adalah pelaut sebanyak 13 orang
(13,54 %) pegawai negeri sebanyak 11 orang (11,46 %) , pegawai swasla
sebanyak 9 orang (9,38 953, lain-lain l[mb:gng kayu, satpam dan lain-lain)
sebanyak 11 (11,46 %) dan pensiunan sebanyak 5 orang (3,21 %). Banyak

wden yang bekerja sebagal pelaut karena didukung oleh kondisi
responden

afis daerah pantal yang memungkinkan berkembangnya sektor pelaut.
geogr

garan dan partisipasi akiif masyarakat dalam pembangunan
Kesa

i keberhasilan dalam proses
salah satu kKuncl
Kelurahan merupakan

isipast akat mak
b tanpa keterlibatan afau partisipasi aktif masyar =
pembangunan,




hati bahkan ditolak dan tjdak dirasakan oleh masyarakat

Melibatkan masyarakag dalam kegiatan pembangunan bukan hanya

dalam tahap pelaksanaan (partisipasi fisik), tapi masyarakat dilibatkan mulai

darl tahap perencanaan sampai tahap pengevaluasian dan pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi dalam

beberapa tahap, yaitg:

1. Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi,

2. Partispasi dalam pemberian tanggapan saran terhadap informasi yang
diterima baik yang bermaksud menolak, menerima dengan syarat atau
menerima sepenuhnya.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan

4, Partipasi dalam pelaksanaan pembangunan

5. Partispasi dalam menerima dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan

Dengan mengikuti tahap-tahap tersebut dan masyarakat dilibatkan

secara penuh maka masyarakat akan merasakan betul manfaat dan

pembangunan dan akan berusaha memelihara dan mengembangkannya.

Parsitipasi magyarakat dalam pembangunan dapal dilakukan dalam
51
berbagai bentuk yang penulis bagi dalam 5 bentuk, yaitu:
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1. Partisipasi non-fisik ML-
2. Partisipasi Fisik
3. Partipasi dana (uang)

4.Partisipasi barang (bahan)

3. Partipasi dalam Penilaian/pengevaluasian hasil pembangunan

Relima bentuk partisipasi di atas penulis uraikan melalui serangkaian

hasil penelitian untuk  melihat tingkat partipasi masyarakat dalam

pembangunan pada masa sebelum krisis dan selama berlangsungnya krisis

ckonomi untuk jangka waktu 5 tahun terakhir,

1. Partisipasi Non Fisik

Untuk  mencapai hasil efektif pembangunan masyarakat
dilibatkan secara penuh dalam proses pembangunan mulai  dari
perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, Karena
masyarakat akan merasa memiliki. Memelihara dan mengembangkan hasil-

hasil pembangunan apabila mereka ikut andil terlibat secara penuh dalam

proses pg.mhﬂﬂgﬁmﬂﬂ.

Pada partisipsi non fisik partisipasi masyarakat dapat dilihat
mulai dari perencanaan, pemberian informasi sampai pada keterkaitan

dalam memberikan buah pikiran herupa usulan, ide, saran masukan dan

o - alui berbagai kesempatan
o dapat diwujudkan mél

sanggahan. Partisipasi ini

seperti melalui rapat atau pertemuan dengan pemerintah atau dliskest aneaa

P rlemuan atan rapat tersebut akan
' pdiri. Dalam pe
masyarakat ity 8¢
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berlangsung diskus; i
g USi atay tukgr Pikiran antarg pemerintah dan masyarakat
tentang pembangunan Yyang akan dilaksanakan

Perwuyj i Sinaei
judan dari Partisipasi non fisik inj dapat disalurkan melalui

lemb i -
“mbaga resmi yang dibenmk Masyarakat di Kelurahan seperti Lembaga

Ketah ;
anan Masyarakat Desa ( LKMD ) sebagai tempat untuk menyalurkan
kegiatan masyarakat dalam pembangnan,

Untuk lebih jelasnya mengenai partisipasi non fisik masyarakat
dalam pemberian pendapat, ide dan masukan dalam rapat atau pertemuan
dalam lima tahun terakhir sebelum dan selama berlangsun gnya krisis
ckonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini -

Tabel IV. 12
Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Pemberian Pendapat, Ide dan
Masukan Dalam Rapat atauv Pertemvan Sebelum dan Sclama

Berlangsungnya Krisis Ekonomi untuk
Jangka Waktu 5 tabun Terakhir

N =90 dan N = 96

Keikutsertaan memberilan Sebelum krisis Selama krisis
pendapat, ide dan masu kan F Y F B
Sering sekali [ 667 5 521
Sering 17 |8 39 ] 833
Kadang - kadang 11 12.22 3 5.21
1] 5 5.2l
Tidak pernah 9
':'1;131.; E:;, 47 £33 L Ta.l4
Jumilah o 1na Diy Jin)
H

Sumber - Hasil Analisa Data Primer, 2001

Pada tabel [V.12 responden yang menghadir rapat sebanyak 43
i ' 47 oran
orang ( 47,78%) sedangkan responden yang fidak hadir sebanyak g
| irl 34
(52,229%) Dari responden yang menghadin rapat/pertemuan sebanyak
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sermg sebanyak 17 orang
18,89%94%) d >

( o) dan kadang kadang sebanyak 11 orang (12,22%) sedangkan
sisanya yang 9 orang (10%

) walaupun hadir tetapi tidak pernah
memberikan 1
rikan 1de, pendapat, dan masukan, Kalay diskors mengenai tingkat

partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat, ide dan masukan
sebelum knsis ekonomi mencapai rata — rata skor 2,17 dengan demikian
dapat dikategorikan sed ang.

Selama berlangsungnya krisis eckonomi, responden yang
menghadiri rapat sebanyak 23 orang (23,96%) atau turun hampir dua kali
lipat sedangkan responden yang tidak menghadiri rapat sebanyak 73
orang (76,04%) atau naik hampir dua kali lipat dibanding sebelum krisis
ekonomi. Dari respenden yang menghadiri rapat tersebut sebanyak 18
orang (18,75%) yang memberikan masukan berupa pendapat, ide dan
saran dan sisanya 5 orang (5,21%) hadir tetapi tidak memberikan masukan.

Responden yang memberikan masukan sering sekali sebanyak 3
orang (5.21%), sering sebanyak 8 orang (8,33%) dan yang kadang-kadang

memberikan masukan sebamyak 5 OTang (521%) . Apsbila diskors

mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat, ide

dan msukan selama krisis ekonomi berlangsung mencapai rala — rata skor

0,61 dengan kategori rendal.
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Rendahnya tingkay Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide
dan saran menury responden disebabkan karena tidak ada pendapat, ide
dan masukan, karena taky salah dan tidak dipersilahkan. Hal ini juga
berkaitan dengan tingkat pendidikan dari responden yang rata-rata tidak
pemah sekolahtidak tamat SD dan tamat SD, padahal partisipasi mereka

dalam memberikan masukan - masukan sangat dipertukan karena

menyangkut proyek pembangunan #pa yang nantinva akan dilakukan di
Kelurahannya sehingga pembangunan tersebut betul — betul dibutuhkan
dan bermamfaat untuk masyarakat, Begitupun halnya dengan rendahnya
kehadiran dalam rapat/pertemuan yang membahas tentang pembangunan
menurut responden disebabkan karena responden memang tidak diundang,
sebab bertepatan urusan yang penting dan alasan sibuk di kantor.

Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah
tentang bagaimana meningkatkan partisipasi non fisik masyarakat, jangan
sampai masyarakat jadi pasif dan hanya jadi penonton dalam
pembangunan, Apabila hal ini terus menerus berlangsung  akan

menycbabkan pembangunan Yang dilaksanakan tidak dinikmati atau

dirasakan mamfaatnya dan bukan merupakan kebutuhan dari masyarakat.

Konsep pembangunan « Top Down “ dimana sebuah kebijakan

pembangunan sudah diatur oleh pemerintah pusat dan masyarakal hanya

menerima saja sudah saamya dihilangkan atau ditiadakan.
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Tingkat Partisi

a
Memberikap pcﬂ;‘a
dan Selamg ﬂ“'-ﬂ“s[suugny

i

Tabel 1v.13

Non Fisik Masyarakat Dalam
pat, lde dan Masukan Schelum

a Krisis dilihat darj Tingkat Pendidikan

13

WNe=3ddanN=1%
e I Tinghkat Partisipasi Nog Fisik :
Pendidi - [Masyarakat sebelum Krisis Elong Tinghat Partisipasi Non Fisik
o : Tatal | Masyarakat selnms Krisis Ekonom Todul
8.5xing | Seiny | Padang- | (w : Kodng- | (%)
kad 8 Bering Fering
R L T B | ey |
2588 | 1941y | g —
50 i o f‘f V1 oesmanl 15 | zann | acni | Toma
1T : M b3 R
1(5.58) - {530 :
p— 00y | 2oian s : 211
33,33 ; 18,18 ) & . i
: A 3
aLTA 2|5 B4y H14.71) 1izsay | 2ensy | smsy 4(2225 1 {554) T84
33,34 2941 9,09 : 40 50 0
Sarjans - X5.88) B{5ER) SINTRTT . 1L
x 1,76 : ; ; 1% ; 4
Fonsinh 1T 550 NS0 | ingda3sy| Mquwop | 5arTs | Bwdady | S0TTE) 18 (100
Tl 14 1 I lim T [ Tini

Sumber | Hasil Analsa Date Primer 2001

Pada tabel 1V.13 terlihat bahwa pendidikan kurang berpengaruh
terhadap tingkat partisipasi non fisik masyarakat dalam memberikan ide
pendapat dan masukan tentang pembangunan Kelurahan. Sebelum krisis
ckonomi yang paling banyak memberikan pendapat, ide dan masukan
adalah yang berpendidikan SD yaitu sebanyak 20 orang (58,82%)

kemudian yang berpendidikan SLTA gebanyak 8 orang ( 23,53% ). Selama

berlangsungnya krisis ckonomi antara yang berpendidikan SD dan SLTA

terlihat jumiah yang sama yailu masing - masing 7 orang ( 38,89% )

sedangkan yang paling sedikit memberikan partisipasi adalah yang
berpendidikan sarjana yaitu hanya 2 0rang ( 588% ) scbelum krisis

akonomi dan 2 orang ( ! 1,11% ) selama krisis ekonoii.
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Meskipun demikian fakyqr pendidikan

;oo sedikit mempengaruhi
partisipasi

non fisik mag -
Yarakat baik pada masa sekarang maupun yang
akan datang,

Partisipasi Fisik

masyarakat dalam proses
pembangunan yang merupakan Wujud dari rasa tanggung jawab sebagai
warka negara adalah partisipasi fisik atau tenaga dalam kegiatan
pelaksanaan  pembangunan. Partisipasi Gsik diwujudkan  melalui
keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong dalam pelaksanaan
pembangunan fisik seperti pembersihan jalan, got, tempar ibadah,
pembangunan kantor Kelurahan, pos kamling dan Tain — lain.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak semuanya
dapat secara penuh disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan
perbedaan keahlian, Untuk melibat lebih jelas tentang partisipasi fisik
masyarakat dalam kegiatan kerja bakti/ gotong royong yang dilaksanakan
di Kecamatan Wajo selama jangka wakiu lima tahun terakhir ini sebelum

dan selama berlangsungnya krisis ekonomi dapat dilihat pada

tabel berikut :
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Tingkat Pa riisipasj Masyara kz:‘::fll]ail:{

Royon
oyong Sebelum dap l‘:.stelamn Berlangsungnya Krisis Ekonomi
Untuk Jangka Wakey s Tahun

M=o dan M =9

Frekwensi Partisipasi Nog Fisik dal
KEE‘HHH Kerja Bakri/ ﬂﬁt{u‘lg. Am Sebelum kiisis Selama krisis

- F o]
| kali dalam 2 bulan i ;::} ~ )
1 kali sebulin - .
. g Y] 9 9,38
2 kali sebulan 4 4.44 6 625
3 kah sebulan 1 L1l |
4 kali sebulan 6GE 75,56 27 28,12
8 kali sebulan & 667 =
tidak berpartisipasi ~ = 54 56,25
Jumiah o 100 9% 100

Sumber : Hasil Analiza Data Primer, 2000

Dari tabel IV.14 terlihat bahwa sebelum krisis ekonomi
responden yang berpartisipasi adalah keseluruhan dari responden sebanyak
90 orang (100%), rata-rata responden ikut kerja bakti/gotong royong
sebanyak 4 kali dalam sebulan. Responden yang ikut kerja bakti sebanyak
1 kali dalam 2 bulan yaitu 2 orang (2,22%), 1 kali dalam sebulan sebanyak

9 orang ( 10% ), 2 kali sebulan sebanyak 4 orang (4,44%), 3 kah sebulan

sebanyak 1 orang (1,11%), 4 kali sebulan sebanyak 68 orang (75,56%) dan

8 kali sebulan sebanyak 6 orang { 6.67% ). Tingginya tingkat partisipasi
akat dalam kerja bakti / gotong reyong disebabkan karena tingginya
masyar

kesadaran dan rasa (angEURE jawab masyarakat sebaga pelaksana
esadar

ekaligus yang menikmati hasil - hasil pembangunan. Hal ini merupakan
5 1 -
ditumbuhkan dalam rangka mencapal fjuan

suaty yang peric

cgiatan Kerja Bakti / Gotong

R

D T T T T T R Sy
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pembangunan, Partigipge;
Misipas Masyarakat dajam kegiatan kerja bakti

/ gotong
royong sebelum krisig ekonomi

; setelah diskorg mencapai rata - rata skor
4,47 sehingga dikategorikan tinggi,

Selama beriangsungn:.fa krisis ekonom;
tabel 1V.14

seperti yang terlihat pada
terjadi i
1841 penurunan yapg sangat tajam dalam keikut sertaan

dalam kegiatan krisis ekpnom ! gotong royong, lebih dari separuh

responden tidak ikut berpartisipasi Yaitu sebanyak 54 orang { 56,25% ) dan

responden yang ikut kerja bakii / gotong royong sebanyak 42 orang
(43,75%). Responden yang ikt kerja bakti 1 kali scbulan sebanyak 9 orang
(9,38%), 2 kali scbulan sebanyak 6 orang (6 \25%), 4 kali scbulan sebanyak
27 orang (28,12% , dan tidak ada responden yang ikut kerja bakti 1 kali
dalam 2 bulan, 3 kali sebulan dan 8 kali sebulan. Apabila diskor tingkat
partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti / gotong royong didapat
rata — rata skor, 1,78 sehingga dikategorikan rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kerja bakti
selama krisis ekonomi disebabkan karena terjadi pergeseran nilai — nilai
dalam masyarakat, sikap apatis masyarakat terhadap lingkungan dan
ekeluargaan dan kegotong royongan. Hal ini oleh letak

menurunnya rasa k

Kecamatan Wajo yang dekat dikemukakan oleh informasi dari aparat

o i 4
pemerintah bahwa telah terjadi pergeseran pilai dalam masyarakat dan

ki jadi urunan tingkat partisipasi selama
memang  diakui telah terjadi pen

e o

o

s

fae =ty i
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berlangsungnya krie: i
YA Erisis ekonom; kareng masyarakat lebih menfokuskan

rhatian bagaj -
pe A2AMAna memenyp; kebutuhan ekonomi kelangsungan hidup,

Peran pemeri
pemerintah untuk membangkitkan partisipasi masyarakat

dal kegi i i
am Kegiatan kerja bakti/ Eolong royong sangat diharapkan demi

kemaj 1
auan Kelurahan, Dari beberapg responden yang diwawancarai
mengemukakan bahwa alasan tidak ikutnya krisis ekonomi / gotong royong

disebabkan karena tidak pernah lagi diadakan kerja bakti seperti

sebelumnya (jumat bersih dan minggu bersih) serta alasan sibuk dalam

pekerjaannya. Untuk it pemerintah perlu kembali mengadakan atau

menggiatkan jumat/minpgu bersih seperti sebelumnya.

3. Partisipasi dana/uang

Faktor dana/uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh
dalam pembangunan. Faktor dana’uang merupakan penggerak roda
pembangunan dan kekurangan dana/uang merupakan permasalahan yang
sering dihadapi oleh darah-daerah dalam pembangunan begitu pula halnya
di Kelurghan. Untuk itu pemerintah perlu menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam menyumbangkan dana/vang dalam pelaksanaan

pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dana/uang

diukur dari jumlah atau besarnya uang yang disumbangkan, Untuk melihat

gk tisipasi masyaraka dalam memberikan sumbangan dana/uang
tingkat parti

Kecamatan Wajo sebelum dan sclama

dalam pembangunan a

==

i my s gyep way



berlangsun 150 '
X guya krisis ekonomi ypuy Jangka waktu S tahun terakhir
dapat dilihat pada tape V.15

int

Ja . :
ngka Waktu Lima Tahyn Terakhir
N = 90 dan N = 05
thhs:.arahtmhm mﬁhml
Jumiah Sumbangan Memberikan sumbangan |Memberikan sumbangan
Dara / Uang [hana‘usng sebelim dan Dana/uang sehefum dan
Selama krisis | Selama kriss
F P{%) F P{%)
<Rp. 5000 - Rp. 10.000 48 53.33 21 21.87
>Rp 10.000- Rp. 30.000 12 1233 5 521
= Rp. 30.000 - Rp, 50.000 9 10 2 208
=Rp, S0.000- Rp, 100.000 i0 1011 4 417
Rp. 100,000 keatas 4 4.45 I 104
Tidak berpartisipasi 7 7.78 63 65.63
Jumish Sumbanaan a0 59 % 100

Sumber : Hasil Data Promer, 2001

Pada tabel IV. 15 terlihat bahwa responden yang berpartisipasi
sebelum krisis ekonomi sebanyak 83 orang (92,22%) dan yang tidak
berpartisipasi sebanyak 7 orang (7,78%), rata— rata yang disumbangkan
responden sebelum krisis ekonomi berlangsung sebesar Rp. 22.750. Dari

yang berpartisipasi sehanyak 48 orang (3 3,33%) yang menyumbang < Rp.

5.000 — Rp. 10.000 menyumbang > Kp. 10.000 — Rp. 30.000 sebanyak 12

orang (12,33%) menyumbang > Ep. 30,000 — Rp. 50.000  sebanyak 9

(0%}, menyumbang = Rp. 50.000 - Rp. 100.000 seb
mbang Rp. 100.000 keatas sebanyak 4

anyak 10

orang (11,11%) dan yang menyu
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| partisipasi masyarakat

dalam mem
berikan sumbangan dana/uang mengalami penurunan hampir

tiga kali lipat dibandingkan sebelun krisis ekonomi. Jumlah responden
yang partisipasi sebanyak 33 orang (34.38%) dan yang tidak berpartisipasi

sebanyak 63 orang (65,63%). Rata - rata sumbangan menurun sampai Rp.

4.625. Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan danavang

selama Krisis ekonomi mencapai ratarata skor 1,75 masuk katcgori

rendah.

Tabel TV, 16

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Dana/Uzang

Sehelum Krisis Ekonomi Menurut Pekerjaan

; Sebelum Krisis Ehonomi Total
Pekenann (=000 | > Rp. 10000 | > Rp. 30.000- | > Rp. S0000- | Rp. 100.000-| (%)
10000(%) | 30000(%) | 50.000(%) | 100.000(%) | keatas (%)

Penjual | 34 (40,96) 4(4,82) 3(361) 1{1,20) 2(241) | #4300
70,83 {3333 13,33 10 50 i
Pedagang/] 1(1,20) 2{2,41) 33,61} 6(.23) 3 12 {14,46)
Pengusahg 4.16 4,16 3313 60 1 — =
Pegawai——— 212#) (200 3'?"*"-‘*3.1” : ”:f" “:m'" “g:m-
neger 416 16,67 22 - T
E‘Ema R 20 | 102 ”:f'} e
swasta 525 -] 1L11 - =
Pensiunan|  2(2.41) (1.20) = = :
4,16 5,3 ‘ L1120} 9{10,84)
hin-lin | 6723 [ 3 @;;?_... - Lt : ;
Tumiah a8 (75.83) | 12(1446) Q“?ﬂw {Im 100 100
100 | 100 ‘
Sumber : Hasil Analisa Dta Primer, 2001
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Tingkat Partisipas; Mag“":ah“' v,

Selama magg K

akat Dalam Memberi
515 Ekonomi Menurut

kan Dana/Uang

Pekerjaan
N=133
Ti F—
ngkat Partisipasi Masyurakag Dalam Memberikan Sumbangan Dana/Unng
Pekerjaan Py Selama Krisis Ekonom| e Totl
40 - o
10,000 (%) Eruul:}{? ;:;] £ w000 | o] R toe-] (%)
e 12(36.36) - — (26) 1 100.000 (%) | keatas (%)
§7 14 : 1(3,03) - 13 (39,39)
Pedagang’ | 4(12,12) 1(3,03) = . =
Pengusaha | 19,05 20 - . ] e
Peuawal 1 {3,03) 3 (9,00 I {3,00) : 7 :
X ' ' EX L -
negeri 4,76 i 50 {’IE.M} . e
Pegawai 4{12,12) - I (3,03) . . 1(3,03)
SWastA 19,05 " 0 = N -
lain - lain 2(2,41) 1(1,20) - - 1(3,03)
4,16 8,13 . _ . :
Jomiah 21 (63,63) | S(15.15) 2 (6,06) 10 (12.05) 1 (3.03) | 33(100)
L8 100 100 100 100 100

Sumber - Hasil Anahsa Data Primer, 2001

Pada tabel IV. 16 dan IV. 17 terlihat bahwa ada hubungan antara

pekerjaan dan partisipasi dalam menyumbangkan dana'uang dalam

kegiatan pembangunan. Penjual merupakan penyumbang yang paling

banyak baik sebelum krisis ekonomi maupun selama berlangsungnya

krisis ekonomi, yaitu 44 orang (33,01 %)
(39,39%) selama berlangsung
pekerjaan tid

krisis maupun selama krisis gkonomi

dan 1 orang (3,03%) selama berlangsungnya krisis ekonomi

Rendahnya ringkal parﬁsipaﬂ

i :
krisis ekonomi djsebabkan akibal ridak sebandinnya pendapatan Fiz
isis

sebelum knisis dan 13 orang
nya krisis ekonomi. Dan yang punya

ak menentu pen}mmhang paling gedikit, baik i sebelum

yaitu 3 orang (3,61%) sebelum krisis

masyarakat selama berlangsung
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responden yang diwawancarai sebagian

besar menjawab akibat krisi ekonomi, tidak punya uang dan karena

memang tidak diminta,

Partisipasi barang/materia)

Partisipasi masyarakar dalam menyumbangkan bahan/materi
dalam  rangka pelaksanaan pembangunan  diperuntukkkan  untuk
pembangunan secara fisik seperti pemban gunan mesjid, kantor lurah, pos
kamlin dan lain-lain. Sumbangan yang diberikan dilakukan secara sukarela
dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat.

Materi/bahan yang disumbangkan oleh masyarakat dalam bentuk
sumbangan seperti pasir, semen, beras, seng, paku, kayu, papan, dan lampu
jalan. Banyaknya sumbangan yang diberikan mempunyai frekuensi yang
berbeda disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Sumbangan berupa
bahan/materi tersebut dijadikan dalam bemtuk rupiah dan disas:lajkan
dengan harga masing-masing barang/ahan untuk lebih memudahkan
pemberian nilai dari masing-masing hahan/barang tersebut unfuk mengukur
tingkat partisipasi masyarakat delam menyumbangkan bahan/matert UL
pelaksanaan pembangunan.

Untuk melihat lebib jauh tentang partisipasi masyarakat dalam

bel
NE———. fmateri untuk pelaksanaan pembangunan scbelum
me

R e b
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dan selama b _
erlangsungnya krisis ekonomi untuk jangka wakiy

| lima tahun
terakhir dilihat pada tabe] v

18 dan 1v.19 g bawah ini -

Tabel 1V, 18

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang

Barang/Materi paj
Krisis U am Pembangunan Sebelum
15 Untuk S Tahun terakhir
N =190
Banyaknya Barang / Material F P({%)
{ dalam bentuk rupiah )
< Rp. 5.000 16 11.11
Rp. 3.000 - < Rp. 100.000 5 5.56
Rp. 100.000 - < Rp. 200,000 1 11
Rp. 200.000 - Rp. $00.000 3 122
Tidak berpartisipasi 72 80
Jumiah o 160
Sumber : Hasil Data Primer, 2001
Tabel IV, 19

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang/Materi
DalamPembangunan Selama Krisis, Untuk 1 Tahun terakhir

M =296
Banyaknya Barang / Material F P
{ dalam bentuk rupilah )
Rp. 50.000 | 04
Rp. 100,000 1 =
Ep. 150.000 | :x
Rp. 500.000 : QLI q:; 3
Tidak berpartisipasi
Jumlah 86 100

Sumiber | Hasil Data Primer, 2001

Pada tabel IV. 18 responden yang terlibat menyumbang

barang/materi sebelum krisis ekonomi sebanyak 18 orang (20%) dan yang

idak menyumbang sebanyak 72 Omang (80%) responden yang
tida

responden Yang menyumbang antara

menyumbang kurang dari Rp. 5.000,

i
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Rp. 5.000-
p < Rp. 100000 sebanyak 5 orang (3,56%),

responden yang
menyumbang antara Rp,

1
0.000 - Rp, 200,000 sebanyak 1 orang (1,11%)

dan res
ponden yang menyumbang antara Rp. 200.000 - <Rp. 500.000

seban e
yak 2 orang (2,22%), JeniS-jenis barang/materi yang disumbangkan

adalah b ir. T
Cras, semen, dan pasir Tingkat partisipasi masyarakat dalam

men i
yumbangkan barang/materi sebelum krisis ekonomi mencapai rata-rata

skor 0,34 dikategorikan rendah,

Selama berlangsungnya krisis ekonomi seperti yang terlihat pada
tabel IV. 19 terlihat bahwa jumtah responden yang memberikan sumbangan
dalam bentuk barang/materi mengalami perubahan yang sangat besar
Jumlalnya yang memberi sumbangan cuma 4 orang { 4,17% ) dan vang
tidak menyumbang sebanyak 92 orang (95,84%). Rata-rata sumbangan
masing-masing responden sebesar Rp. 200.000 walaupun dari segi kualitas
sumbangan masing-masing responden sangat besar tapi dari segi kuantitas
(banyak responden) yang menyumbang mengalami penurunan. Jenis-jenis
barang yang disumbangkan responden adalah paku, kayu, papan, pasir,
seng dan lampu jalan. Apabila diskor mencapai rata-rata skor 0, 10 o

kategori rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbang

barang/mater ik it sebelum Krsis maupun selama berangsngny2 i
adanya kecenderungan masyarakat lebih menyukai

arena lebih praktis. Dari beberapa

disebabkan

menyumbang dalam pentuk vang k

L e S——— L __L} ¥
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responden yang dj i
yang diwawancarai mengemukakan alasap

barang/material

karena memang tidak

tidak menyumbang

punya barang/materi, alasannya

sudah menyumb
yumbang vang dan suda menyumbang dalam bentuk tenaga,

Tingkat Partisipasi Masya

Tabel 1v.20

ra
Sebelum Kris kat Dalam Menyumbang Barang/Materi

15 Menurug Keikutsertaan Dalam

Proses Perencanaan Pembangunan
N=18
Keikutkansertaan Tingkat Partisinasi
dalam Proses = e T o Iyt Wbt
Barang / materi Sebelum Krsis Taotal
Perencanaan <Rp.5.000 | Rp. 5000 Rp. 100,000 Rp. 200000 J(%)
(96) < 100.000 (%) | <200.000 (%) | < RP. 500,000 (%)
Ya 5{27,78) 5{27,78) . 2(11,11) 12(66,67)
. 50 100 . 100 {%4)
Tidak 327.78) - 1(5,56) - 6(33,31)
50 " 100 - =
Jumlah 10{35,56) 5(27,78) 1(5,56) (11,11} L5{ 100}
L] 100 104 k0
Sumber : Hasil Analisa Data Primear, 2001
Tabel V. 21

Tingkat Partisispasi Masyarakat Dalam Menyumbang Barang/Materi
selamaKrisis Ekonomi Menurut Keikutsertaan

Dalam Perencanaan Pembangunan

HN=4
Tinghat Partispasi Masyarakat Dalam Menyumbang
keiku tsertaan Barang / Materd Selama Krisis Total
dalam Proses | Rp. 50.000 | <100.000 Rp. 150,000 § Rp. 500.000 (%)
Perencanan (%) (%) %) (%) —
Ya 1{25) 1(25) 1{25) 1{25)
100 100 100 100
Tidak # : : )
l 4(100)
|
Fumlah 1 1 100

T e,

e

PSS
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Dari
fabel V. 20 dan v 9y terlihat bahwa ada pengaruh

dalam - bentuk  barang/mater dengan

keikutsertaan
dalam Proses perencanaan pembangunan. Sebelum krisis
ekonomi terlihat

keikutsertaan - menyumbang

responden dalam proses perencanaan paling banyak
menyumbang barang/materi yaitu sebanyak 12 orang (66,67%) scbelum
krisis ekonomi dan selama krisis ekonomi responden yang ikut dalam
perencanaan pembangunan adalah semua responden yang menyumbang
dalam bentuk barang /materi yaitu sebanyak 4 orang (100%). Untuk it
peran pemerintah dalam menumbubkan dan meninpkatkan partisipasi
masyarakat dalam menyumbang barang/materi sangat besar dalam hal ini
pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam proses
perencanaan pembangunan.
5, Partisipasi dalam bentuk Menilai'Mengavaluasi hasil Pelaksanaan
Pembangunan
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan
adalah partisipasi dalam menilaiimengevaluasi hasil - pelaksancan
pembangunan. Bentuk penilaian terhadap hasil pembangunan dapat berupa
fkebufuhan dan kepuasan masyarakat terhadap

kesesuaian harapan

pembangunar, kualitas pembangunan serta dampaknya terhadap

masyarakat. Biasanya hasil penilaian dapat
ahian penolakan. Penilaian ferhadap pembangunan

berupa penerimaan secara

penuh, setengah hatl b

ikan melalu forum atat
jakan dapat disampal
terutama dalam bentuk peno

-

e ———
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pertemuan yang di
yang diadakan oleh Pemerintah dan masyarakat kemudian

masyarakat ' i
y menyampaikan disegala hal yang akan diperbaiki atau
ditmgkatkan kualitasnya,

Untuk  melihat  bentuk partisipasi masyarakat dalam

menilaimengevaluasi hasil pelaksanaanya pembangunan di Kecamatan
Wajo dapat dilihat pada kesesuaiannya harapan/kebutuhan masyarakat
terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sebalum dan selama
krisis ekonomi untuk waktu lima tahun ini pada tabel IV, 22 berikut ini ;

Tabel IV, 22
Tingkat Kesesuaian Harapan/Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hasil
Pembangunan yang Telah diLaksanakan Sebelum dan Selama
Krisis Ekonomi dalam Lima Tahun Terakhir

N=00 dan N = 96 s
Kesesuaian Sch:!urﬂ I{riﬁ'E._Eknlnm't Selama Krisis Ekonomi
Harapan/Kebutuahan F P %) F P{%0)
Sangal SES1HL 1 1,11 | 1.!"14
Sesnal 34 T334 30 31,25
Eurang sesual | 2333 46 47,92
Tidak sesuai 2 2.22 1% 1997
Jumilah 920 100 26 (00

Sumbar - Hasil Analisa Data Premer, 2001

Pada tabel V.22 terlihat hahwa sebelum kmsis ekonomi

penilaian masyarakat rerhadap hasil pembangunan sudah bagus, sehagian

besar Tesponden menjawab sudah sesuai harapan/kebutuhar terhadap

o ity sebanyak 66 orang (73,33%)
» felah dilaksanakan yal
pembangunan yang
den yang menjawab sangat sesuai sebanyak 1 0Tang (1,11%) kurang
respor | _
p 33%) dan yang menjawab lidak sesual

sesuai sebanyak 21 orang (23
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sebanyak 2 orang (2,22%). Apabila diskor tentang penilaian responden
terhadap hasil pelaksanaan pembangunan mencapai skor rata-rata 2,53 atau
kategori sedang,

Selama berlangsungnya krisis ekonomi terjadi penurunan lebih
dua kali lipat responden yang menjawab sesuai terhadap hasil pelaksanaan
pembangunan yaitu 30 orang ( 3 1, 25%), responden yang menjawab sangat
sesuai sebanyak | orang (1,04%), reponden yang menjawab kurang sesuai
sehanyak 46 orang (47, 97 %), atau naik lebih dan dua kali lipat, dan yang
menjawab tidak sesuai sebanyak 19 orang (19,79%). Nilai rata- rata skor
mencapai 2,14 sehingga masuk dalam kategori sedang,

Terjadinya penurunan terhadap penilaian kesesvaian harapan/
kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan pada masa krisis
ekonomi di sebabkan kurangnya pembangunan Yang dilaksanakan akibat
menurunya anggaran untuk pembangunan karena harga- harga bahan baku
pembangunan melonjok tajam. Alibat dari melonjoknya harga bahan baku
bangunan menyesbabakan banyaknya pembangunan terbangkalai bahkan
terfunda pelaksanaannya, karena itg di masa krisis pembangunan secara
fisik berkurang bahkan hampir tidak ada, ini sesuai dengan penilaian
responden dan informan yang menyatakan bahwa di masa krisis hampit

tidak ada pembangunan.
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BABV
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian yang telah

dikemukakan pada Bab IV yang merupakan wujud nyata dari pada usaha-usaha
pemerintah dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kelurahan di Kecamatan Wajo Kota Makassar, wujud dari usaha pemerintah (Lurzh
Camat) berupa pemberian bimbingan pengarahan serta pemberian bantuan baik
material maupun dana awal (dana untuk memancing partisipasi masyarakat) maupun
dana bantuan lainnya apabila dana yang terkumpul dari masyarakat tidak mencukupi.
Hal ini di lihat sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi.

Demikian pula mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga
dilihat dalam 2 kondisi yaitu sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi.
Karena tujuan penelitian yang mendasari penulisan skripsi hanya ingin mengetahui
sejauh mana tingkat pembinaan, pengarahan, serta bantuan pemerintah dalam rangka
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan bagaimana tingkat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan di Kecamatan wajo Kota

Makassar.

Tentang adakah hubungan antara tingkat pemberian bimbingan, pembinaan,
pengarahan serta bantuan pemerintah dengan tingkat partisipasi masyarakat,

memerlukan penelitian dan kajian tersendiri.
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Berdasarkan uraian tersebut berikut di kemukakan kesimpulan dan sarana-

saran sebagai berikut ;

A. Kesimpulan

1. Bahwa tingkat partisispasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan di
Kecamatan Wajo pada saat sebelum krisis dan setelah diskor secara
keseluruhan di kategorikan “sedang”. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kerja bakti/gotong royong juga dikategorikan sedang dan yang paling rendah
adalah partisipasi dalam menyumbang barang atau material.

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan selama
berlangsungnya kmisis setelah diskor secara keseluruhan di kategorikan
“rendah” partisipasi masayarakat yang paling tinggi adalah partisipasi fisik dan
yang paling rendah adalah partisipasi dalam menyumbang barang/material,
sedang penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan adalah
“sedang”.

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan
Kelurahan di Kecamata Wajo sebelum dan selama krisis setelah diskor secara
keseluruhan di kategorikan *rendah”, terutama partisipasi dalam pemeliharaan
selokan/saluran air paling rendah.

4 Tingkat partisipasi pemberian bimbingan, pengarahan, stimulasi pemerintah
dalam mendorong dan menggerakkan partisispasi masyarakat dalam
pembangunan Kelurahan sebelum krisis dan selama krisis , setelah diskor

secara keselurahn di kategorikan sedang, hanya pemberian bantuan dana /




fasilitas dan pelibatan masyarakat dalm proyek pembangunan dikategorikan i
“rendah”. |

B. Saran—saran

% Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Kelurahan, hendaknya Camat dan Lurah perlu melestarikan dan melanjutkan
program lomba kelompok kerja Kelurahan dengan memberikan penghargaan
atau hadiah kepada pemenang, memfokuskan rakyat sebagal obyek dan subyek
pembangunan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai lapisan
masyarakat

% Hendaknya Camat dan Lurah memperhatikan faktor-faktor kepemimpinan,

keteladanan disamping faktor sosial. ekonomi, sosial budaya, maupun aspek

politik.
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